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ABSTRAK 

 

       Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017” adalah hasil 

penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana konseling 

dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, dan 

bagaimana analisis hukum Islam terhadap konseling dan pemeriksaan kesehatan 

bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang menggunakan data-data berupa Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Penelitian ini 

bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, 

dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Penelitian ini, 

menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori kesehatan pra nikah, 

kemudian dikaitkan dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 dan dianalisis dengan hukum Islam. 

       Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 merupakan kebijakan dari 

pemerintah dikhususkan bagi masyarakat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang 

akan menikah untuk memeriksakan kesehatan baik kesehatan reproduksi maupun 

kesehatan secara keseluruhan serta kebijakan tersebut harus dijalankan untuk 

menjamin kesejahteraan keluarga dan menjaga keturunan supaya terlahir dengan 

sehat nantinya, sehingga visi misi dari Peraturan Gubernur tersebut dirasa sejalan 

dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan teori prinsip dan karakteristik hukum 

Islam, serta tentunya adanya mas{lah{ah di dalamnya yang terlihat pada tujuannya 

yaitu membentuk generasi penerus atau keturunan para calon pengantin memiliki 

kesehatan yang bagus dan prima, yang dalam hal ini sesuai dengan maqa>si{d 
shari>’ah yaitu memelihara keturunan (H{ifz}u al-Nas{l). 

       Dari uraian diatas, ketika teori dibentuknya kebijakan pemerintah tentang 

kewajiban konseling dan pemeriksaan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta sudah duji dan sejalan dengan hukum Islam, maka 

pelaksanannya (pihak-pihak terkait dan aturan) pun diharapkan sesuai 

berdasarkan yang sudah diatur di dalamnya supaya antara teori dan praktek 

sejalan dengan hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dewasa ini fenomena perkawinan usia muda menjadi sering terjadi. 

Akibatnya, pasangan-pasangan muda yang menikah dirasa masih belum 

dewasa dalam memaknai kesucian perkawinan. Sebenarnya tidak hanya 

pasangan usia muda, tetapi pasangan yang menikah dengan usia pada 

umumnya juga sering tidak memaknai kesucian perkawinan.  

       Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada perkawinan yang sempurna. 

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang penuh lika-liku rintangan dan 

membutuhkan komitmen yang kuat dan kompak dari kedua belah pihak 

supaya bisa menjalankan dan melewatinyanya dengan baik. Karena dalam 

setiap menjalin suatu hubungan dimana ada dua orang dengan pemikiran 

yang berbeda disatukan, pasti tidak luput dari konflik dan juga pertengkaran. 

       Konflik dalam pernikahan bisa berasal dari mana saja,  dengan adanya 

konflik dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya bisa menjadi penguat 

hubungan dan bisa menjadi kunci kebahagiaan dalam keluarga, asalkan dapat 

diatasi dan diselesaikan dengan benar. Untuk mengatasi konflik pernikahan 

bukanlah permasalahan yang mudah, jika kedua belah pihak masih 

dikendalikan oleh keegoisan masing-masing dan tidak mau berusaha untuk 

memperbaiki konflik tersebut, maka tidak akan menemukan jalan keluar 

untuk menyelesaikan konflk tersebut. Berbeda halnya jika kedua belah pihak 

http://www.liputan6.com/tag/hubungan
http://lifestyle.liputan6.com/read/2476746/ingin-memaksa-si-dia-untuk-berkomitmen-intip-3-alasan-berikut


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

 
 

baik suami maupun istri mau menjunjung tinggi prinsip saling menerima, 

maka akan menemukan jalan keluar menyelesaikan konflik dan bisa 

menjadikan suatu keluarga menjadi lebih bahagia. Oleh karena itu, 

penyelesaian konflik dalam keluarga merupakan tugas dari pasangan suami 

isteri tersebut yang menjalaninya, dan harus memiliki kesadaran bahwa 

ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dan dihormati. 

       Definisi nikah menurut kesepakatan para mujtahid adalah suatu ikatan 

yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan 

khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk 

melaksanakan nikah, yang demikian lebih baik utama dari pada haji, shalat, 

jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam 

mazhab.
1
 

       Islam sangat memperhatikan tentang perkara menjaga kehormatan. Oleh 

karenanya, Islam memerintahkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk 

menikah, hendaklah dia menikah dan jangan ditunda-tunda lagi. Karena 

dengan menikah, jiwa dan perasaan akan menjadi tenang. Selain itu, semua 

potensi dan kekuatan orang yang menikah dapat diarahkan kepada segala hal 

yang bermanfaat baginya dan bukan dibuang percuma masuk perangkap 

dalam skenario setan.
2
  

       Definisi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

                                                           
1
 Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 11. 

2
 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga (Kairo: 

Erlangga, 2008), 5. 
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bersetubuh.
3

 Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1971 tentang perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara 

seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa”. 

       Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau m>ith>aqan ghal>iz{an untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 Menurut Alquran, perkawinan adalah 

menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta 

orangtua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), 

pergaulan yang saling mencintai (Mawadah) dan saling menyantuni 

(Rahmah).
5
 Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, surat Ar-Ru>m ayat 21 

sebagai berikut: 

ن كُم َم و دَّةًَو ر ح َ  كُنُواَإلِ يـ ه اَو ج ع ل َب ـيـ  َأ ن ـفُسِكُم َأ ز و اجًاَلتِ س  َل كُم َمِن  َخ ل ق  تهَِِأ ن  َآيَ  ةًََۚإِنََّفَِو مِن 
تٍَلِق و مٍَي ـتـ ف كَّرُونَ  يَ  َلَ   ذ َٰلِك 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
6 

       Sejalan dengan pengertian nikah menurut Alquran dan berdasarkan 

firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pada point 

tentang dasar-dasar perkawinan yang tercantum pada pasal 3 “Perkawinan 

                                                           
3
 Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456. 

4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 40. 

5
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 3. 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 572. 
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bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan 

rahmah”. 

       Membentuk keluarga merupakan salah satu anjuran dari Allah untuk 

kehidupan manusia. Di dalam Islam sendiri dorongan dan ajakan bagi setiap 

manusia yang hidup untuk membentuk suatu keluarga adalah menjadi 

penting dan dianjurkan karena mengingat fungsi keluarga sendiri menjadi 

pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Allah 

berfirman dalam surah Ar-Ra’d ayat 38: 

َ ولٍ ر سُ َلِ ان  كَ  ا م  َو  ۚ َ يَِّةً ر  ذُ َو  ا اجً و  َأ ز  مُ  َلَ  ن ا ل  ع  َو ج  ك  ب لِ َق ـ ن  َمِ لًً َرُسُ ن ا ل  َأ ر س  د  ل ق  و 
ت ابَ  كَِ لٍ َأ ج  لِ  كُ َلِ ۗ َاللَََِّّ نِ َبِِِذ  لََّّ َإِ ي ةٍ َيَ  تِِ َبِِ  أ ن 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu 

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan 

tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) 

melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang 

tertentu)”.
7
 

       Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan 

menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan 

dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan 

tujuan keluarga menurut Islam.
8
 Pada dasarnya sebelum seseorang ingin 

melepas masa lajangnya dengan perkawinan, maka ada beberapa syarat yang 

harus dilengkapi untuk dinyatakan perkawinannya sah, baik syarat menurut 

agama maupun syarat menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam.  

                                                           
7
 Ibid, 343. 

8
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 23.  
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       Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat-

syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern 

tidak terlepas pada pribadi para pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan. Sedangkan, syarat ekstern berkaitan dengan formalitas yang 

harus dipenuhi. Terdapat perbedaan dalam melakukan tata cara 

melangsungkan perkawinan antara agama yang satu dengan agama yang 

lainnya. Namun pada intinya, tata cara melangsungkan perkawinan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
9
 

       Adanya syarat-syarat perkawinan sebenarnya bertujuan mempersiapkan 

rumah tangga calon pengantin. Masa depan kehidupan rumah tangga 

biasanya ditentukan sejak poin permulaan (starting point).10
 Telah diketahui 

bahwasanya fungsi rumah tangga yang cukup berpengaruh terhadap 

kehidupan, sebelum memasuki jenjang perkawinan maka jelas diperlukan 

beragam persiapan yang cukup dan siap, termasuk persiapan fisik dan 

mental. Anjuran pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin baik secara 

tersirat maupun tersurat disunnahkan dalam Islam. Maksud dari memeriksa 

disini adalah apa yang sering terjadi pada masa sekarang, dimana untuk 

                                                           
9
 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia 

(Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 39. 
10

 Muhammad Al-Jauhari dan Hakim Khayyal, Membangun Keluarga Qur’ani (Jakarta: Amzah, 

2005), 169. 
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menguji amanah dan kejujuran dalam memberitahukan mengenai kekurangan 

fisik dan psikisnya sebelum melakukan pernikahan.
11

 

       Agama Islam, memberikan perhatian yang sangat serius terhadap 

masalah kesehatan dalam artian yang luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, 

yang sehat secara jasmani dan rohani (mental) menjadi lebih baik.
12

 

       Berhubungan dengan hal diatas, di dalam pertimbangan pembentukan 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin sudah dijelaskan secara umum tentang tujuannya, yaitu untuk 

membentuk keturunan atau generasi mendatang yang berkualitas dan secara 

khusus Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. Dan, penyusunan Peraturan Gubernur tersebut, 

dijelaskan pada pasal 3 berisi acuan kebijakan dan strategi untuk 

pelaksanaan pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

yang dilaksanakan oleh berbagai sektor. 

       Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perhatian khusus 

dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang kesehatan 

dengan cara memberikan pedoman untuk tim kesehatan dalam bertugas 

                                                           
11

 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqh Sunnah Iin Nisa’ Ensiklopedia Fiqh Wanita (Depok: 

Pustaka Khazanah Fawa’id, jilid 2, 2016), 216. 
12

 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender) 
(Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001), 129. 
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memeriksa dan memberikan konseling kepada calon pengantin khususnya. 

Hal tersebut sesuai dengan sambutan oleh Kepala KUA Sawah Besar, 

Jakarta, H. Edy yang meminta agar para calon pengantin dapat mewujudkan 

keluarga sakinah dan sejahtera dengan cara memeriksa kesehatannya. 

“Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan”. Sejahtera yang artinya 

aman dan makmur, dan kesehatan merupakan salah satunya.
13

 

       Menurut Bidan Anna Risky yang merupakan salah satu tenaga kesehatan 

dari Puskemas Sawah Besar berpendapat, “Masing-masing memiliki peranan 

yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual”. Calon 

pengantin berhak mendapat informasi yang lengkap tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual dari pasangannya, serta efek samping obat-obatan, 

alat dan tindakan medis yang digunakan.
14 

       Didalam Alquran atau hadis tidak disebutkan secara jelas tentang 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan tidak pernah 

ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Sudah tidak diragukan lagi 

bahwa pada masa generasi muslim terdahulu pembahasan masalah konseling 

dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini belum dibutuhkan, 

karena umat muslim pada waktu itu mempunyai kelebihan mengenai 

masalah amanah dalam mengabarkan kekurangan atau aib orang lain. 

Disamping itu ilmu pengetahuan juga belum berkembang sehingga tidak 

memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan seperti sekarang ini 

                                                           
13

 Humas Kemenag Jakarta Pusat, “Pengenalan Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon 

Pengantin”, dalam https://dki.kemenag.go.id/berita/pengenalan-kesehatan-reproduksi-dan-

seksual-bagi-calon-pengantin, diakses pada 23 Maret 2019. 
14

 Ibid. 

https://dki.kemenag.go.id/berita/pengenalan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-bagi-calon-pengantin
https://dki.kemenag.go.id/berita/pengenalan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-bagi-calon-pengantin
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yang melaksanakannya merupakan kewajiban jika ingin melaksanakan 

pernikahan dan membentuk rumah tangga agar sesuai dengan tujuan 

pernikahan berdasarkan syariat dan hukum Islam.
15 

       Selain persoalan di atas, timbulnya persoalan-persoalan baru akan selalu 

muncul dengan seiring berkembangnya zaman, sehingga untuk 

memecahkannya diperlukan hukum yang baru juga. Contohnya dengan 

adanya peraturan pemerintah tingkat provinsi di Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta untuk calon pengantin yang diharuskan melaksanakan konseling dan 

pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan. Kebijakan 

Gubernur tersebut saya rasa perlu diteliti dari aspek hukum Islam. Apakah 

Peraturan Gubernur tersebut sudah sesuai untuk mewujudkan tujuan dan 

hikmah tentang hukum perkawinan dan apakah sesuai dengan Islam. 

       Sebelum munculnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan 

Kesehatan Bagi Calon Pengantin ini, terdapat peraturan perundang-

undangan diatasanya. Tetapi hanya mengatur secara umum untuk 

masyarakat keseluruhan mengenai kesehatan reproduksi, serta konseling 

kesehatan. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV. Kemudian, 

muncullah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017, dimana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu 

                                                           
15

 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqh Sunnah Iin Nisa’..., 219. 
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Kota Jakarta memberikan perhatian lebih kepada masyarakatnya tentang 

kesehatan reproduksi hingga kesehatan secara menyeluruh, dengan 

mewajibkan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih dalam lagi tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta Nomro 185 Tahun 2017 yang penulis rasa perlu adanya analisis 

lebih lanjut menggunakan hukum Islam yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam 

skripsi ini penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan, 

maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Pengertian perkawinan; 

b. Dasar-dasar perkawinan; 

c. Rukun dan syarat perkawinan; 

d. Pentingnya keluarga dalam Islam; 

e. Tujuan keluarga dalam Islam; 

f. Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin; 
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g. Latar belakang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan 

Kesehatan bagi Calon Pengantin; 

h. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 

185 Tahun 2017; 

i. Analisis hukum Islam terhadap Konseling dan Pemeriksaan 

Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 

2. Batasan Masalah 

       Dari beberapa permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah 

yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada Konseling 

dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017 serta Analisis hukum Islamnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

       Untuk memperjelas batasan masalah dimuka, maka kajian inti dalam 

penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 ? 
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Konseling dan Pemeriksaan 

Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ?  

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang 

mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada 

pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Riski Ade Putra Utama pada tahun 2018 

(Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan 

judul “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Membangun 

Ketahanan Keluarga (Relevansinya Dengan Mashlahah)”.
16

 

       Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, 

peneliti di atas menjelaskan tentang sejauh mana kebijakan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga dan 

implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

membangun ketahanan keluarga, sedangkan penelitian ini menganalisis 

lebih dalam tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin dalam Peraturan Gubernur  Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

                                                           
16

 Riski Ade Putra Utama, “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Membangun 

Ketahanan Keluarga (Relevansinya Dengan Mashlahah)” (Skripsi—Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 

 
 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017  yang kemudian akan penulis bahas dalam 

perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitiannya yaitu Peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang 

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Sujiantoro Khoirul Islam pada tahun 2018 

(Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) dengan 

judul “Analisis Maqās{id al-Shari>ah Terhadap Kebijakan Kementerian 

Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi 

Pencatatan Pernikahan”
17

 

       Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 

penelitian di atas menjelaskan tentang maksud kebijakan Kementerian 

Agama tentang persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi 

pencatatan pernikahan dan menganalisis dengan perspektif Maqās{id al-

Shari>ah terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan 

sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan, sedangkan 

penelitian ini menganalisis lebih dalam tentang Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 yang 

kemudian akan penulis bahas dalam perspektif hukum Islam. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang menjadi objek 

                                                           
17

 Sujiantoro Khoirul Islam, “Analisis MaqāṢid Al-SyarῙah Terhadap Kebijakan Kemeterian 

Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan” 

(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2018). 
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penelitiannya yaitu kebijakan pemerintah dan sama sama menganalisis 

sebuah proses atau sebuah persyaratan sebelum dilangsungkannya 

perkawinan. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Dea Sabrina pada tahun 2018 (Mahasiswa 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang) dengan judul “Tinjauan 

Mas}lah}ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin 

Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat 

Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang).”
18

 

       Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah  

mengetahui perlunya tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin 

dan menganalisis pandangan pegawai KUA dan Bidan Puskesmas tentang 

kemaslahatan tes kesehatan pra nikah dan urgensinya terhadap 

keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini menganalisis lebih 

dalam lagi tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 yang kemudian akan penulis bahas dalam 

perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitiannya juga sama yaitu tes 

kesehatan pra nikah bagi calon pengantin. 

       Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas 

sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

                                                           
18

 Dea Sabrina, “Tinjauan Maslahah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon 

Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat 

Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang)” (Skripsi—Universitas 

Islam  Sultan Agung Semarang, Semarang: 2018). 
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Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan yakni 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat pendaftran 

perkawinan.  

       Namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut, tentunya penelitian 

ini memiliki objek dan sudut bahasan yang berbeda dari yang lain. Penulis 

pada penelitian ini lebih memfokuskan dan mengkaji pada Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017 dimana terdapat aturan bahwa bagi calon pengantin yang akan 

mendaftarkan perkawinannya diharuskan melakukan konseling dan 

pemeriksaan kesehatan, kemudian penulis akan meneliti dari segi hukum 

Islam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, 

diantaranya: 

1. Untuk mengetahui Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

       Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, baik secara pribadi dan 

khususnya bagi para calon pengantin yang akan melakukan pernikahan 

dan harus diberikan konseling dan pemeriksaan kesehatan sesuai 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat 

nanti dan demi tercapainya tujuan dan maksud dibentuknya Peraturan 

Gubernur tersebut. 

2. Kegunaan Praktis 

       Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat 

terutama masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang 

perlu dan pentingnya mengecek kesehatan guna mempersiapkan diri para 

calon pengantin untuk selanjutnya memasuki tahap perkawinan. Dan juga 

sebagai media sosialisasi terhadap calon pengantin yang ada di Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk tidak takut memeriksa 

kesehatannya supaya bisa terdeteksi sejak dini penyakit yang diderita 

melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

Bagi Calon Pengantin. 
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G. Definisi Operasional 

       Sesuai dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling 

dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017”, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari 

kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci 

mengenai istilah-istilah berikut: 

1. Hukum Islam: Yang dimaksud hukum Islam pada penelitian ini adalah 

menganalisis Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 menggunakan Alquran, hadis, Ushul Fiqh, 

Kaidah-Kaidah Fiqh, pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh mengenai 

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. 

2. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin: Yang dimaksud 

konseling dalam penelitian ini adalah suatu proses konsultasi dimana 

seorang konselor membantu calon pengantin untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah. 

Sedangkan yang dimaksud pemeriksaan kesehatan sendiri dalam 

penelitian ini yaitu pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang 

dilaksanakan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Setempat. 

 

H. Metode Penelitian 

       Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat 

memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan 
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dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas, metode 

penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain 

penelitian yang digunakan.
19

 Penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah berjenis penelitian kepustakaan (Library Research). Yang 

dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul 

skripsi sumber kajian.
20

 

       Untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat, maka teknik 

pengumpulan data dengan akurat dan tepat adalah menjadi faktor penunjang 

yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif 

deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus 

stastistik,
21

 disebut deskripsi karena merupakan suatu metode pengolahan 

data menjadi sesuatu yang dapat menggambarkan secara jelas dan tepat 

dengan tujuan agar mudah dimengerti secara sistematis dan karakteristik 

objeknya. Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, 

adapun data yang digali : 

1. Data yang dikumpulkan. 

       Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 

penulis diatas, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan 

                                                           
19

 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogjakarta: Pustaka Baru press 2014), 05. 
20

 Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35 
21

 Kusaeri, Metode Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208. 
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masalah tersebut ialah Data tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. 

2. Sumber data. 

       Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari 

mana data dapat diperoleh.
22

 Maka dalam penelitian ini, memiliki bahan 

hukum primer yang menjadi pedoman yaitu Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang 

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Karena 

penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data 

sebagai berikut: 

a. Sumber Sekunder 

       Sumber yang berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber 

primer sebagai objek pembahasannya, dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian maupun 

tentang, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi.
23

 Yang dimaksud sumber sekunder juga bisa didefinisikan 

berupa hasil peneitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah, 

seperti buku, artikel, dan sumber data lain demi menunjang penulisan 

skripsi ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Ushul fiqh 

                                                           
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 129. 
23

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106. 
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2) Kaidah-kaidah fiqh 

3) Pendapat para ulama 

4) Kompilasi Hukum Islam 

5) Fiqh al-Sunnah, karangan Sayyid Sabiq 

6) Fiqh Sunnah Iin Nisa’, karangan Syaikh Abu Malik Kamal 

7) Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, karangan M. 

Hamdan Rasyid 

8) Fiqh Munakahat, karangan Slamet Abidin dan Aminuddin 

9) Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis 

Interkoneksitas Maslahah, karangan A. Halil Thahir 

10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

11) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi 

13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 
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16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi 

17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Konseling Dna Tes HIV 

18)  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

21) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Kursus Pra Nikah 

22) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pengarusutamaan Gender 

23) Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

24) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja 
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3. Teknik pengumpulan data. 

       Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh 

peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan metode, sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

       Dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Melalui 

teknik dokumentasi ini, peneliti akan melakukan penelaahan bacaan 

yang sesuai dengan objek penelitian. Data-data dalam penelitian ini 

berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.
24

 Terutama Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin. 

4. Teknik Pengolahan Data. 

       Setelah data sudah dikumpulkan, maka perlu adanya pengolahan data 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh secara 

cermat dan kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman 

serta beberapa hal yang diperlu dikoreksi.
25

 Pengecekan data pada 

penelitian ini berkaitan dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Dan, pengecekan 

                                                           
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu…, 156. 
25

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50. 
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Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.  

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.
26

 

Penyusunan data pada penelitian ini berkaitan dengan Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini. 

c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam 

meneliti suatu obyek, kondisi atau pemikiran dalam rangka mencari 

fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.
27

 Menganalisis 

terhadap data yaitu tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 dengan 

menggunakan hukum Islam yang terkait, sehingga memperoleh 

kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang 

dipertanyakan. 

5. Teknik analisis data. 

       Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data bersifat kualitatif yaitu menggunakan deskriptif 

                                                           
26

 Ibid, 51. 
27

 Ibid. 
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analisis, artinya menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling 

berkaitan
28

, dengan menggambarkan dan memaparkan tentang isi 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017 yaitu Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin kemudian dianalisis dengan hukum Islam berupa ushul fiqh, 

kaidah-kaidah fiqh serta pendapat-pendapat ulama dalam kitab fiqh, 

sehingga menghasilkan pemahaman secara konkrit dan jelas serta 

memperoleh hasil penelitian yang valid dan rinci untuk kemudian 

disimpulkan.  

       Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung 

menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori hukum Islam 

yang terkait dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan 

memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai 

berikut: 

       Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

                                                           
28

 Moch Nazir, Metodologi Penelitian (Bogor: Galia Indonesia, cet. VI, 2005), 63. 
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua berisi teori tentang tujuan perkawinan dalam Islam, 

kesehatan pra nikah dalam Islam serta teori hukum Islam. Dengan sub bab, 

tujuan perkawinan dalam Islam, kesehatan pra nikah dalam Islam. 

Selanjutnya teori tentang karakteristik hukum Islam, prinsip-prinsip dalam 

hukum Islam, serta teori hukum Islam. 

       Bab ketiga menjelaskan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dengan sub bab, Peraturan 

Perundang-undangan tentang pembentukan keluarga sakinah, Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin. 

       Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. 

       Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi 

pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas 

dalam keseluruhan penelitian ini dan saran. 
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 BAB II  

TUJUAN PERKAWINAN DAN KESEHATAN PRA NIKAH DALAM ISLAM 

SERTA TEORI HUKUM ISLAM 

 

A. Tujuan Perkawinan Dalam Islam 

       Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani seorang manusia. Menurut perintah 

Allah, tujuan perkawinan adalah agar bisa mendirikan rumah tangga yang 

damai dan teratur serta untuk memperoleh keturunan yang sah dan legal 

dalam masyarakat. Lebih jelasnya menurut pendapat lain, bahwa tujuan 

perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga dan memelihara 

serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga 

mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi 

yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
1
 

       Selain itu, tujuan perkawinan dalam literatur lain yaitu untuk beribadah 

kepada Allah Swt. Unsur perkawinan bisa dikatakan sukses jika kehidupan 

dalam bersuami-istri dapat membina dan menjadikan keluarga yang sakinah, 

mawadah, dan rahmah. Pengertian sakinah, mawadah, dan rahmah adalah 

sebagai berikut: 

       Sakinah berasal dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya 

sesuatu yang bergejolak. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa adanya 

kecenderungan dan rasa ketertarikan sebelum menikah yang bergejolak dan 

menggebu dalam diri remaja pria maupun wanita akan menemukan rasa 

                                                           
1
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26. 
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ketenangan dan ketentraman setelah menikah.
2

 Dengan kata lain, jika 

seorang pria dan wanita menjalin hubungan sebelum status pernikahan, 

kehidupan mereka dalam menjalin hubungan itu masih belum bisa dikatakan 

aman dan tenteram, barulah setelah remaja pria-wanita tersebut sudah 

melaksanakan pernikahan maka kehidupan mereka akan menjadi aman dan 

tenteram. Disinilah tujuan perkawinan itu tercapai pada setiap pribadi 

seorang manusia. 

       Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram. Tetapi 

perlu diperhatikan juga, bahwa setiap ketenangan dan ketentraman dalam 

kehidupan berkeluarga pasti akan ada gejolak rumah tangga sebagai 

rintangannya. Oleh karena itu, keluarga yang sakinah merupakan keluarga 

yang harus bisa dan mampu meredam segala rintangan tersebut dan hal itu 

adalah wajar ketika dimana dua insan manusia yang berbeda karakter 

berkomitmen untuk hidup bersama dalam satu atap dan menjadikan suasana 

keluarga nya tenteram kembali.
3
 

       Mawadah maknanya sekilas antara kelapangan dan kekosongan. 

Mawadah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. 

Atau bisa diartikan adanya rasa saling mencintai dengan tulus dari dalam 

hati. Jika seseorang hidup tanpa adanya kehendak buruk, maka hidupnya 

akan selalu berfikir positif. Dan, berfikir postif akan memotivasi diri untuk 

terus selalu maju dan berprestasi.
4
 Begitu pula dalam kehidupan berkeluarga, 

                                                           
2
 Lukman A. Irfan, Nikah (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 3. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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apabila pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga nya tanpa ada 

prasangka buruk satu sama lain, maka keluarga tersebut akan menjadi 

keluarga yang mawadah karena didasari unsur saling mencintai. Keluarga 

yang mawadah berarti keluarga yang dinamis dan mempunyai motivasi 

tinggi untuk meningkatkan prestasi. Dalam konteks tujuan dilaksanakannya 

perkawinan, rasa saling mencintai atau mawadah sangatlah dibutuhkan. Oleh 

karena itu, setiap pasangan yang akan menikah haruslah mewujudkan tujuan 

perkawinan ini yaitu, menjadikan keluarga yang mawadah. 

       Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat 

menyaksikan ketidakberdayaan. Hal ini mendorong yang bersangkutan untuk 

menolong dan memberdayakannya.
5

 Dalam kehidupan keluarga, apabila 

tujuan perkawinan sebelumnya tercapai yaitu menjadikan keluarga yang 

sakinah dan mawadah, maka tujuan perkawinan yang terkahir ini akan 

tercapai dengan sendirinya. Masing-masing suami dan istri menikah untuk 

mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa, lalu mereka akan tumbuh rasa 

saling mencintai satu sama lain, setelah itu mereka secara otomatis akan 

bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah atau saling mengasihi demi 

kebaikan pasangannya karena satu sama lain tidak mau melihat pasangannya 

menjadi sedih dan menderita dalam menjalani hidup. 

       Adapun di Indonesia, peraturan perundangan yang sejalan dengan tujuan 

perkawinan diatas yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 

                                                           
5
 Ibid. 
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pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”  

       Dalam buku Ny. Soemijati, S. H, disebutkan bahwa, tujuan perkawinan 

dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.
6
 

       Dari penjelasan tujuan perkawinan diatas, dapat kita lihat detailnya 

sebagai berikut:
7
 

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan. Jika dilihat secara filsafat, filosof Islam Imam Ghazali 

berpendapat bahwa tujuan perkawinan semacam ini sama seperti untuk 

memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan serta memelihara 

manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Filosof Islam Imam 

Ghazali berpendapat bahwa tujuan perkawinan semacam ini sama seperti 

untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih 

sayang serta untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 

penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. 

                                                           
6
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam…, 27. 

7
 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

 
 

3. Memperoleh keturunan yang sah. Filosof Islam Imam Ghazali 

berpendapat bahwa tujuan perkawinan semacam ini sama seperti untuk 

memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangbiakan suku-suku bangsa manusia. 

       Tujuan utama disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya 

adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang tinggi dan luhur 

dari perbuatan buruk dan keji dimana hal itu dapat merendahkan dan 

merusaknya. Islam juga memperhatikan bahwa pernikahan dan pembentukan 

keluarga sebagai instrument yang penting dan efektif untuk menjauhkan para 

pemuda dan pemudi dari suatu kerusakan, serta melindungi masyarakat dari 

kegaduhan.
8
  

       Tujuan pembentukan keluarga secara Islami yaitu adanya kebahagiaan 

dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka untuk menggapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan keluarga melalui 

ikatan pernikahan yang sah dan Islami dimaksudkan agar:
9
 

1. Nafsu seksual bisa tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat 

(jasmani maupun rohani, alamiah maupun agamis) seperti yang dianjurkan 

Nabi sebagai berikut: 

َللِ ف رَ  ص نُ َو أ ح  َللِ ب ص رِ َأ غ ضُّ ،َف إِنَّهُ َف ـل يـ تـ ز وَّج  َال ب اء ة  َمِن كُمُ ت ط اع  َاس  َالشَّب ابَِم نِ َم ع ش ر  جِ،َيَ 
مَِف إِنَّهَُل هَُوِج اءَ  َف ـع ل ي هَِبِِلصَّو  ت طِع  ي س  َلَ َ   (رواهَالبخارىَومسلم)َ.و م ن 

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk 

menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan 

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa 

                                                           
8
 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam (Jogjakarta: UII Press Yogyakarta, 

2001), 73. 
9
 Ibid, 74-76. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

 
 

yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu 

dapat membentengi dirinya.”
10  

2. Perasaan kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara 

sehat, sesuai yang difirmankan oleh Allah sebagai berikut: 

ن كُم َم و دَّةًَو ر ح َ  كُنُواَإلِ يـ ه اَو ج ع ل َب ـيـ  َأ ن ـفُسِكُم َأ ز و اجًاَلتِ س  َل كُم َمِن  َخ ل ق  تهَِِأ ن  َآيَ  ََۚإِنََّفَِو مِن  ةً
تٍَلِق و مٍَي ـتـ ف كَّرُونَ  يَ  َلَ  لروم) ذ َٰلِك   (۱۲:َا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)
11

 

3. Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-laki 

dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara 

keturunan, seperti tercermin dari doa dalam firman Allah berikut: 

َإَِ ع ل ن اَللِ مُتَّقِيُ  َو اج  تنِ اَقُـرَّة َأ ع يٍُُ َأ ز و اجِن اَو ذُر يََّ َل ن اَمِن  َر بّـَن اَه ب  َي ـقُولُون  لفرقان) م امًاو الَّذِين  :َا
۷٤) 

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada 

kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” 

(Q.S. Al-Furqan: 74)12 

4. Kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap adanya rasa aman, memberi 

dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan 

secara sehat:  

َۚ َأ م و الَِمِ  َمِن  َأ ن ـف قُوا َو بِ ا َب ـع ضٍ َع ل ىَٰ َب ـع ض هُم  َاللََُّّ َف ضَّل  َبِ ا َالنِ س اءِ َع ل ى َق ـوَّامُون  َالر جِ الُ
َف عِظوُهُنََّ َنُشُوز هُنَّ َتَ  افُون  تِ َو اللًَّ َُۚ َاللََّّ َح فِظ  َبِ ا َللِ غ ي بِ َح افِظ ات  َق انتِ ات  ف الصَّالِِ اتُ

                                                           
10

 Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî (Beirut: Dar al-Kutub al-

Alamiyah, t. th.), juz V, Kitab Nikah hadits ke 5186, 474. 
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 572. 
12

 Ibid, 511. 
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جُرَُ َو اه  كَ ان  َاللََّّ  َإِنَّ بِيلًًَۗ َس  َع ل ي هِنَّ غُوا َت ـبـ  َف لً  َأ ط ع ن كُم  َف إِن  َو اض ربِوُهُنََّۖ َفَِال م ض اجِعِ وهُنَّ
بِيراً كَ   (٤٤:َالنساء) ع لِيًّا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang 

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 

karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 

(Q.S. An-Nisa’:11)
13

 

5. Pembentukan generasi mendatang sebagai penerus kelangsungan jenis 

manusia akan terjamin secara sehat, baik kuantitasnya maupun kualitas. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dan hadis dibawah ini. 

َ َاللََّّ َو اع ل مُوا َو اتّـَقُوا َلِِ ن ـفُسِكُم َۚ مُوا َو ق دِ  تُم َۖ َشِئـ  َأ نَََّّٰ َح ر ث كُم  َف أ توُا َل كُم  َح ر ث  َنِس اؤكُُم  أ نَّكُم 
رَِال مُؤ مِنِيَُ  قُوهََُۗو ب شِ  بقرة) مُلً   (٢٢٤:َال

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 

maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja 

kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 

menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 223)14
 

َ َمَُكَُبََِرَ اثَِكَ َمَُنَِّ َإِفََ َدَ وَ دَُوَ الَ َدَ وَ لُوََ الَ  واجَُوَّزََ ت ـَ بنَحبان)َةَِامَ ي قََِالَ َمَ وَ ي ـََاءَِي بَِنََ الَّ   (رواهَآحدَوصحهَا
“Kawinilah olehmu wanita yang mampu memberikan keturunan dan 

pengasih; sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya 

kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.” (H.R. 
Ahmad disahkan oleh Ibnu Hibban).15

  

       Sudah dijelaskan diatas mengenai tujuan perkawinan dari berbagai sudut 

pandang, baik secara filosof oleh Imam Ghazali, literatur oleh akademisi 

                                                           
13

 Ibid, 108. 
14

 Ibid, 44. 
15

 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2, 

terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 607. 
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yang ahli dibidangnya, dan sampai penjelasan tujuan perkawinan dari segi 

firman Allah serta hadis Nabi. Pada dasarnya seseorang yang berfikir atas 

dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan 

memperhatikan dengan sangat jelas dan mendapatkannya dengan keras 

untuk mencapai berbagai tugas terpenting dalam perkawinan menurut Islam, 

diantaranya:
16

 

1. Kemuliaan Keturunan 

       Memiliki keturunan merupakan dambaan dan hal yang paling pokok 

dan penting. Oleh karena itu, pernikahan itu dilakukan. Yang 

dimaksudkan itu adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis 

manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat 

pendorong, sama hal nya seperti pada binatang jantan yang 

mengeluarkan benih. Sedangkan, pada betina menjadi tempat 

penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara 

mendapatkan anak dengan cara bersenggama. 

       Dengan kehadiran seorang anak, seseorang akan mendapatkan empat 

macam kebaikan atau kemuliaan, yang mana hal tersebut merupakan hal 

yang wajar dan pokok yang diinginkan seseorang ketika merasa aman 

dari keburukan syahwat, sampai pada salah satunya tidak menginginkan 

untuk berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang. Empat 

kebaikan atau kemuliaan tersebut sebagai berikut: 

                                                           
16

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 24-33. 
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a. Mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar 

jenis manusia terpelihara. 

b. Mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai 

kebanggaan Nabi. 

c. Mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya. 

d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meningal 

sebelumnya. 

2. Menjaga Diri dari Setan 

       Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan 

perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu berketurunan, 

beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis 

manusia. Sesuai dengan sabda Nabi Saw dari Abu Dzar Al-Ghifari 

sebagai berikut: 

َق الَ  ر  َأ ج  َفِيـ ه ا َل هُ َي كُونُ و ت هُ َش ه  َأ ح دُنَ  َأ يَ  تِ  َاللََِّّ َر سُول  َيَ  َق الُوا َق ال  ق ةً َص د  َأ ح دكُِم  َو فِ
َو ض ع ه اَفَِالِ  ر امَِأ ك ان َع ل ي هَِفِيهَ  اَأ ر أ ي ـتُم َل و  َل هَُفِيـ ه  كَ ان  لِ َأِذ اَو ض ع ه اَفَِالِ  لً  لِك  اَوِز ر َو ك ذ 

رَ   أ ج 
“Dalam kelamin kalian terdapat pahala, (maksudnya seorang laki-laki 

diberi pahala karena melakukan hubungan seksual yang dilakukan 

dengan istrinya). Dikatakan: “Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang 

menyalurkan syahwatnya (pada istri) mendapatkan pahala?” Nabi 

berkata: “apakah kalian tidak mengetahui, jika melakukannya dalam 

keharaman baginya dosa? Begitupun jika ia melakukannya dalam 

kehalalan maka baginya pahala”.
17 

       Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat 

menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, 

                                                           
17

 Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim, terj. H. Muslich Shabir  

(Depok: Fathan Prima Media, 2013), 370. 
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mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan 

menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi mengisyaratkan dengan 

sabdanya: Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah 

agamanya, maka bertakwalah kepada Allah.
18

 

       Pernikahan diartikan sebagai penghalang keburukan syahwat dan 

merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak 

berada dalam kelemahan untuk menikah. Karena syahwat jika telah 

terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia 

mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, Nabi 

mengisyaratkan dengan sabdanya: Jika engkau tidak melakukannya maka 

akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (H.R. Ibnu Majah 

dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahih Ibnu Majah nomor 1601)
19

 

3. Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup 

       Ikatan pernikahan adalah ikatan yang abadi. Oleh karena itu, dalam 

kehidupan pernikahan tidak berhenti diawal saja, tapi saling 

berkelanjutan sampai selamanya. Dijelaskan bahwa tujuan diawal adalah 

tentang memiliki keturunan, tujuan berketurunan tersebut tidak akan 

tercapai tanpa adanya kelanggengan dan kasih sayang antara suami istri. 

       Kesuksesan berumah tangga pada intinya terdapat pada kerja sama 

suami dan istri. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-

sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan berdamai. Ia tidak 

                                                           
18

 Al-Hafizh al-Mundziri, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, jilid 4, terj. Syaikh Muhammad 

Nashiruddin al Albani (Jakarta: Darul Haq, 2002), 117. 
19

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Usroh wa Ahka>muha fi> al-Tasyri>’ al-Isla>my, terj. Dr. Abdul 

Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), 18. 
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mungkin bisa mengerjakan hal-hal tersebut dengan baik tanpa bantuan 

dan campur tangan dari seorang istri shalehah dibelakangnya yang 

membantu, mengiringi, bekerjasama bersamanya, serta membuat 

gembira, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan 

rumah istri dan anak-anaknya. Sesuai sabda Nabi sebagai berikut: 

ن ـي اَال م ر أ ةَُالصَّالِِ ةَُ رَُم ت اعَِالدُّ يـ  ن ـي اَم ت اع َو خ   الدُّ
“Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah 

istri yang shalehah”. (H.R. Muslim dari Abdullah ibnu Umar)20
 

       Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai masalah 

dan beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga 

dalam Islam. 

4. Menghibur Jiwa dan Menenangkannya dengan Bersama-sama 

       Pada dasarnya, kenyamanan jiwa dan ketenangan yang dikerjakan 

secara bersama-sama seperti memandang dan bermain-main, 

menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu 

yang diperintahkan.  

       Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran yang sebenarnya 

bertolak belakang dengan tabiat nafsu. Jika nafsu ditekan dan dibebani 

berulang kali secara paksa pada sesuatu yang tidak sejalan dengannya 

maka ia akan menjadi keras kepala dan berbahaya. Tetapi jika nafsu 

disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi 

kuat dan bergairah. 

                                                           
20

 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadiits, terj. KH. Moch. Anwar, dkk 

(Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2005), 473. 
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5. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga 

       Keluarga dan anak adalah harta yang wajib dijaga dan dilindungi 

semaksimal mungkin. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang 

yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati 

karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.
21

   

       Terdapat beberapa amal yang termasuk dalam perlindungan dan 

perwalian, yaitu melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab dan 

kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas mereka, 

menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan 

mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan 

pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-

anaknya. Semua yang disebutkan tersebut itu adalah amal perbuatan 

yang mulia dan utama. 
22

 

       Seorang yang sibuk memperbaiki dirinya dan orang lain sama seperti 

orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Begitupula dengan 

seorang yang sabar atas segala derita sama halnya seperti orang yang 

menyenangkan dan menyegarkaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

bersikap sabar pada keluarga dan anak lebih mulia dibanding amal yang 

lain sama seperti kedudukan jihad fi> sabi>lillah, karenanya Bisyr berkata: 

“Keutamaan atas diri Ahmad bin Hanbal ada tiga, salah satunya adalah ia 

mencari penghidupan yang halal bagi dirinya dan orang lain”. Dan 

sungguh Nabi bersabda: 

                                                           
21

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga…, 10. 
22

 Ibid, 31. 
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رأتَِ ةَِي ـر ف ـعُه اَفَِام  َفَِِاللُّق م  ق ــةَُو أِنََّالرَّجُل َل يئ جُر  َص د  لِهَِف ـهُو  َهَِم اَأ ن ـف ق هَُالرَّجُلَُع ل ىَأ ه 
“Sesuatu yang dinafkahkan seorang laki-laki pada keluarganya 

seperti sedekah, dan seorang laki-laki diberi pahala dengan suapan 

yang diberikan kepada istrinya”. (HR. al-Bukhari no. 5354 
dan Muslim no. 1628)

23 

6. Pemindahan Kewarisan 

       Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke 

generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, 

dan keturunan. Wadah yang dimaksud disini adalah keluarga. Alquran 

yang mulia telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antarkerabat. Hal 

tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan 

kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu.
24

 

       Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai 

meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki 

agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang 

mengkehendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan 

perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam 

hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir 

dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan jalan 

begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.
25

  

       Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk. Salah satunya 

yaitu fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah yaitu 

pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat 

                                                           
23

 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadiits…, 765. 
24

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam…, 56.  
25

 Ibid, 74. 
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atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat 

memberi belanja/ nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Fasakh juga 

disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad 

nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan 

kelangsungan perkawinan.
26

 

       Fasakh bisa terjadi karena beberapa sebab di antaranya yaitu adanya 

cacat pada suami atau istri. Cacat disini artinya cacat jasmani dan cacat 

rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam 

waktu lama.
27

 Para Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut 

cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri, 

diantaranya Wahbah al-zuhaili dalam bukunya Fiqh al-islami wa Adillatuh 

mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa 

dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua 

hal:
28

  

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan 

seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa 

melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita 

farajnya tersumbat daging (al-ratqu), atau tersumbat tulang (al-qarnu).  

2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan 

seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat 

lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan 

                                                           
26

 Tihami, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37. 
27

 Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2006), 148. 
28

 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, juz 5, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 514. 
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resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular 

lainnya.  

       Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan aib (cacat) yang dapat 

dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Abu Hanifah mengkhususkan 

pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi’i 

menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta dan alat kelamin yang 

tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh tiga 

imam mazhab menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat 

membatalkan pernikahan (fasakh).
29

 

       Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita 

sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama 

dalam menentukan pilihan, karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian 

yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang 

merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya 

peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah 

tersebut), sama halnya dengan persewaan (ijarah).
30

  

       Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat 

memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak 

memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.  

 

 

 

                                                           
29

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Cakrawala, 2008), 21. 
30

 Ibid, 24. 
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B. Kesehatan Pra Nikah dalam Islam 

       Sudah semestinya jika seseorang menginginkan kondisi yang sempurna 

dalam hidupnya. Salah satunya yaitu kehidupan yang sehat, nyaman dan 

bersih yang hal itu ada kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan 

lingkungan sebagai tempat dia tinggal dan bersosialisasi. Sebenarnya banyak 

cara yang bisa dilakukan untuk mencapai atau menjadikan hidup menjadi 

bersih dan sehat, tetapi tidak semua orang mengetahuinya dengan jelas dan 

benar.  

       Kesehatan atau sehat berasal dari bahasa Arab, yaitu sahhah, artinya 

sehat, tidak sakit, selamat. WHO (World Health Organization) juga 

memberikan pengertian sebagai berikut “Health is a state of phisical, mental, 

and social well being not merely the disease or infirmity” yang artinya sehat 

adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik tidak saja karena tidak ada 

penyakit atau cacat.
31

 

       Islam sebagai agama yang sangatlah luar biasa sempurna dan lengkap, 

hal ini dibuktikan bahwa Islam telah memberikan konsentrasinya terhadap 

masalah kesehatan. Dikarenakan kesehatan bisa disebut sebagai salah satu 

aspek pendukung yang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt 

dan melaksanakan aktivitas lainnya. Melalui firmanNya dibawah ini, Allah 

Swt sudah mengatur dengan sangat jelas dan rinci sebagai dorongan bagi 

                                                           
31

 Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 135. 
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setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat.
32

 Salah satu 

firman Allah Swt tersebut adalah  sebagai berikut: 

َ َح تَََّّٰ َت ـق ر بوُهُنَّ َو لَّ  َالنِ س اء َفَِال م حِيضَِۖ َأ ذًىَف اع ت زلُِوا َهُو  َقُل  َال م حِيضَِۖ َع نِ أ لوُن ك  و ي س 
َو يُُِبَُّ َالتـَّوَّابِيُ  َاللََّّ َيُُِبُّ َإِنَّ َُۚ ي ثَُأ م ر كُمَُاللََّّ َح  َمِن  َف أ توُهُنَّ ريِنَ ال مُت طَ َي ط هُر ن ََۖف إِذ اَت ط هَّر ن   هِ 

 (٢٢٢:َالبقرة)

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah, ‘itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit’. 

Karena itu jauhilah istri pada waktu haid (beri mereka waktu untuk 

istirahat) dan jangan kamu dekati mereka (berhubungan seksual) 

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah 

(berhubungan seksual) mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang 

tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 
222)

33
 

       Ayat diatas secara tersirat merupakan kewajiban bagi seluruh kaum 

muslim untuk melakukan dan menerapkan pola hidup yang sehat. Secara 

jelas dari ayat diatas bahwa Allah Swt sangat menyukai mereka yang 

melakukan pola hidup sehat serta bersih baik untuk dirinya sendiri maupun 

didalam kehidupannya yakni secara lahir dan batin. Dengan dasar ayat 

Alquran diatas maka menjadi sangat penting bagi semua orang untuk 

menanamkan pola hidup sehat dan bersih. 

       Menurut Islam, ada tiga unsur dalam kesehatan yaitu kesehatan jasmani, 

kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Yang pertama kesehatan jasmani, 

yaitu yang berhubungan dengan fisik manusia dan alam. Yang kedua 

kesehatan rohani, yakni terbentuknya hubungan yang baik antara pencipta 

dan makhluknya yang terwujud dalam aktivitas spiritual. Kemudian yang 

                                                           
32

 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina  

Keluarga Sakinah, 2017), 71. 
33

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 11. 
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ketiga kesehatan sosial atau kesehatan secara psikologis, dengan maksud 

terbentuknya keserasian antar individu satu dengan lainnya di dalam 

hubungan bermasyarakat.
34

 

       Pada intinya, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan ini berlaku 

untuk seluruh manusia, baik pria, wanita, dewasa, balita, tua, muda, 

termasuk juga di dalamnya orang-orang yang akan melaksanakan 

pernikahan. Yang dimaksud disini adalah Islam juga memperhatikan aspek 

kesehatan bagi calon-calon suami, istri, bahkan calon-calon anak mereka. 

       Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus 

dipersiapkan dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Secara umum 

terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kesehatan 

diantaranya kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan 

reproduksi. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami 

dan istri merupakan faktor yang pertama dan penting dalam membentuk 

keluarga mereka menjadi sehat. Itu berarti, unsur kesehatan diatas dalam 

berkeluarga berawal dari diri suami isteri tersebut. Oleh karenanya, calon 

pasangan suami dan istri haruslah memiliki kesehatan jasmani, rohani, dan 

reproduksi yang baik. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa calon 

pengantin itu sehat adalah kesehatan reproduksiya memiliki kondisi yang 

baik.
35

 

                                                           
34

 Mutidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2013), 139. 
35

 Kementerian Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin (Jakarta: 

Kementerian RI, 2015), 10. 
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       Definisi kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, 

menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Faktanya, 

seringkali masalah kesehatan reproduksi in hanya dikaitkan sebagai masalah 

perempuan. Hal ini dikarenakan biasanya pembahasan kesehatan reproduksi 

lebih cenderung masalah kehamilan dan kelahiran atau mengenai fungsi 

keturunan. Akan tetapi, jika dilihat dari definisinya, kesehatan reproduksi 

tidak hanya menjadi masalah perempuan, tetapi ada hubungan setara antar 

pasangan bahwa kesehatan reproduksi adalah menjadi masalah yang harus 

diurus bersama. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka jika akan 

melakukan pernikahan, unsur kesehatan reproduksi ini menjadi unsur yang 

harus benar benar diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik calon suami 

maupun calon istri, dan bahkan akibatnya akan menjadi cikal bakal masalah 

kesehatan pada anak.
36

 

       Karena kewajiban menjaga kesehatan reproduksi itu bisa dilakukan oleh 

pasangan yang sudah menikah atau bahkan bisa dilakukan oleh pasangan 

yang akan melangsungkan pernikahan. Maka, dibawah ini ada beberapa point 

penting yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan menikah untuk 

menjaga kesehatan reproduksinya. Diantaranya sebagai berikut:
37

 

1. Calon suami isteri haruslah memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai kesehatan reproduksi. Dengan cara mencari informasi yang 

                                                           
36

 SKATA, “Menjaga Kesehatan Reproduksi Bersama Pasangan”, dalam 

https://skata.info/article/detail/54/menjaga-kesehatan-reproduksi-bersama-pasangan, diakses 

pada 18 Mei 2019. 
37

 Kementerian Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi Dan…, 11. 
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benar dan terpercaya dari sumber terpercaya tentang kesehatan 

reproduksi. Datangilah petugas kesehatan kemudian tanyakan: 

bagaimana perilaku yang sehat untuk menjaga organ reproduksi dan 

seberapa sering kontrol harus dilakukan. 

2. Pasangan harus menjalin komunikasi yang baik dan terbuka atau 

melakukan diskusi untuk membicarakan kesehatan reproduksi demi 

kebaikan bersama.  

3. Calon suami harus mendukung calon isteri agar menjaga kesehatan 

reproduksinya. Peran pasangan sangatlah besar dalam mendukung 

tercapainya kesehatan reproduksi bersama dengan baik.        

       Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, unsur pendukung kesehatan 

dalam pra nikah itu terletak pada terjaminnya kesehatan, baik kesehatan 

calon suami, calon istri bahkan calon anaknya kelak. Dalam Islam, hal ini 

tercantum dalam hadis dan firman Allah Swt. Yaitu sebagai berikut:   

كَ ان َر سُو لَُاِللهَصلىَاللهَعليهَوَسلمَيَ  مُرَُبِِلب اء ةَِو ي ـنـ ه ىَع نَِعنَأن سَبنَمالكَرضي الله عنهَقال
َمُك اثرَُِالِ  ن بِي اءَِي ـو م َال قَِ يًاَش دِي دًاَو ي ـقُو لَُت ـز وَّجُو اَال و دُو د َال و لُو د َف إِنّ ِ  ي ام ةَِالتـَّبـ تُّلَِن ـه 

“Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu  berkata, “Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras 

untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat 

penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan 

berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”. (HR. 

Ibnu Hibban 9/338)
38 

َاللََّّ َو ل يـ قُولُوا َف ـل يـ تـَّقُوا َع ل ي هِم  افُوا َخ  َضِع افاً َذُر يَِّةً ل فِهِم  َخ  َمِن  َت ـر كُوا َل و  َالَّذِين  ش  ق ـو لًَََّو ل ي خ 
 اس دِيدًَ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

                                                           
38

 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram…,  623. 
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khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’: 9)
39

 

       Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa Nabi memerintahkan kepada 

suami agar memilih istri dari keluarga yang diketahui anak-anaknya subur. 

Artinya menjadi sangat penting memperhatikan unsur kesehatan dalam 

memilih pasangan baik suami maupun istri. Dan hadis diatas, Nabi sangat 

memperhatikan umat-umatnya terutama yang akan melangsungkan 

pernikahan dengan cara mengutamakan menikah dengan wanita yang subur. 

Makna yang tersirat dalam hadis tersebut adalah perhatian yang besar dari 

Nabi tentang aspek kesehatan yang baik dalam memilih pasangan. 

       Sedangkan, dari sepenggal ayat firman Allah Swt diatas dapat dipahami 

bahwa Allah Swt memperhatikan setiap detail makhluknya terutama para 

orang muslim. Salah satunya yang tercantum dalam ayat di atas yaitu terkait 

hal kesehatan dan kehidupan berkeluarga. Secara jelas ayat di atas 

menjelaskan bahwasanya para orang tua tidaklah boleh melahirkan anak 

mereka dengan tidak sehat. Oleh karena itu, jika suami dan istri memiliki 

kesehatan terutama kesehatan reproduksi yang bagus dan baik, maka 

nantinya akan membentuk anaknya menjadi bagus dan baik juga. Karena 

pokok yang baik biasanya akan menumbuhkan cabang yang baik pula. Sesuai 

dengan sabda Nabi: 

كَ م ع دِنَِالذَّه بَِو ال فِضَّةَِ مَِاِذ اف قِهُو ا,ا لنَّاسَِم ع ادِنُ  .خِي ار هُم َفَِِالْ  اهِلِيَّةَِخِي ارهُُمَفَِِالَّ ِس لً 

                                                           
39

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 101. 
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“Manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. 

Mereka yang terbaik di jaman Jahiliyah tetap terbaik pula dalam Islam, 

asalkan mereka faham Agamanya”.
40

 

       Sabda Nabi diatas secara tersirat memiliki arti bahwa jika ingin 

mendapatkan hasil yang baik, maka harus diawali dari yang baik juga. Sama 

halnya jika ingin menikah dan mendapatkan keturunan yang baik, maka 

haruslah mencari istri atau suami yang baik. Hal ini dapat diketahui dari 

badannya yang sehat dan memperhatikan keadaan saudara-saudara 

perempuannya, bibinya dari pihak ibu dan ayah sebagai cermin 

perbandingan.
41

 

C. Teori Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam 

       Secara bahasa, hukum (al-hukm) bermakna keputusan, halangan dan 

pemisahan. Dalam perkembangannya, kata hukum identik dengan hikmah. 

Dua kata tersebut berfungsi menghalangi seseorang untuk melakukan 

perbuatan jahat, memberikan kepastian hukum tentang suatu 

permasalahan serata memisahkan hal-hal yang benar dari yang salah. 

Hanya saja dalam aplikasinya, dua kata tersebut berbeda dalam aspek 

penekanannya. Kalau hukum menekankan pada aspek legal-formal, maka 

hikmah lebih menekankan pada aspek cultural-subtansial.
42

 

       Secara terminologis, para ulama mendefinisikan hukum sebagai 

berikut: 

                                                           
40

 Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî…, 190. 
41

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah…, 27. 
42

 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas 
Maslahah)  (Yogyakarta: LKis, 2015), 100. 
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َ فَِلَّكَ مَُالَ َالَِعَ فـَ بَِ َقَُلَّعَ تـَ مَُالَ َاللََََُّّابَ طَ حَِ  اعًَضَ وََُوَ اَأَ َرَُيـَ يَِتَ َ َوَ أ ََاءَِضَ تِقََ اََِيُ 

“Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf 

(berakal dan dewasa), baik berupa tuntutan untuk mengerjakan 

sesuatu (wajib dan sunnah) atau meninggalnya (haram dan 

makruh), atau pilihan antara mengerjakan dan meninggalnya 

(mubah), atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan 

penghalang (mani’)”.
43

 

       Definisi hukum diatas menegaskan bahwa hukum Islam sejatinya 

adalah teks Alquran dan hadis sebagai representasi dari kehendak Allah 

sebagai hakim (pembuat hukum) itu sendiri. Sementara para mujtahid 

(penggali hukum Islam) hanyalah berposisi sebagai al-kashif 

(penyingkap) atas kehendak Allah. Khususnya ketika teks yang bersifat 

tetap berhadapan dengan realitas kehidupan manusia yang selalu berubah 

seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Dengan demikian, 

kalaupun mayoritas hukum Islam tidak selalu sama redaksi teks kedua 

sumber hukum tersebut, karena penggaliannya juga terdapat campur 

tangan nalar melalui kaidah-kaidah kebahasaan atau kaidah non 

kebahasaan, seperti qiyas, istishan, ‘urf, mas{lah{ah dan lainnya, tetap 

dianggap sebagai hukum yang datang dari Allah Swt, dan menuntut 

setiap muslim untuk melakukannya.
44

 

2. Karakteristik Hukum Islam 

       Hukum Islam memiliki tiga ciri dan sekaligus menjadi landasan para 

ulama dalam proses penggaliannya agar kehadiran hukum tersebut 

                                                           
43

 Ibid, 101. 
44

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

 
 

membumi, sesuai dengan realitas kehidupan manusia sehingga mudah 

dan terjangkau untuk diterapkan. Tiga ciri tersebut adalah:
45

 

a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran (‘adam al-h{araj) 

       Karakteristik ini diperoleh dari beberapa ayat Alquran dan hadis 

Nabi, antara lain: 

1) Al-Baqarah ayat 286: 

َ َلَّ  َر بّـَن ا َۗ ت س ب ت  َاك  َم ا َو ع ل يـ ه ا كَ س ب ت  َم ا َلَ  ا ع ه اَۚ َوُس  َإِلََّّ سًا َن ـف  َاللََُّّ َيكُ لِ فُ لَّ 

َتَ  مِلَ  ََۚر بّـَن اَو لَّ  ط أ نَ  َأ خ  َن سِين اَأ و  َإِن  نَ  ََتُـؤ اخِذ  َمِن  كَ م اَح  ل ت هَُع ل ىَالَّذِين  ن اَإِص راً ع ل يـ 
َم وَ  َأ ن ت  َل ن اَو ار ح  ن اَۚ َو اع فَُع نَّاَو اغ فِر  َۖ َط اق ة َل ن اَبهِِ ل ن اَم اَلَّ  َتَُ مِ  َر بّـَن اَو لَّ  َق ـب لِن اَۚ نَ  لَّ 

َع ل ىَال ق و مَِال ك افِريِنَ    ف ان صُر نَ 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 

tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".
46

 

2) Al-Baqarah ayat 185: 

َ ََۚف م ن  َو ال فُر ق انِ دُ ىَٰ َالَ  َفِيهَِال قُر آنَُهُدًىَللِنَّاسَِو ب ـيِ ن اتٍَمِن  َالَّذِيَأنُ زلِ  رَُر م ض ان  ش ه 
َس ف رٍَف عِدََّ َع ل ىَٰ َم ريِضًاَأ و  كَ ان  َو م ن  َۖ هُ َف ـل ي صُم  ر  َمِن كُمَُالشَّه  ََۗش هِد  مٍَأُخ ر  َأ يََّ ة َمِن 

َم اَ َع ل ىَٰ َاللََّّ  وُا َو لتُِك بِّ  َال عِدَّة  مِلُوا َو لتُِك  ر  َال عُس  َبِكُمُ َيرُيِدُ َو لَّ  ر  َال يُس  َبِكُمُ َاللََُّّ يرُيِدُ
كُرُونَ  اكُم َو ل ع لَّكُم َت ش   ه د 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
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petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 

itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur”.
47 

3) Al-Hajj ayat 78: 

ََۚ ر جٍ َح  ينَِمِن  َفَِالدِ  َع ل ي كُم  َو م اَج ع ل  تـ ب اكُم  َاج  َهُو  َۚ ادِهِ َجِه  َح قَّ و ج اهِدُواَفَِاللََِّّ
َالرَّسُولَُش هِيدًاَ َليِ كُون  ا ذ  َق ـب لَُو فَِه َٰ َمِن  لِمِيُ  َال مُس  َسَ َّاكُمُ َهُو  َإِب ـر اهِيم َۚ مِلَّة َأ بيِكُم 

َو ت كُونوُاَشُهَ  َع ل ي كُم  َهُو  اة َو اع ت صِمُواَبِِللََِّّ ة َو آتوُاَالزَّك  اء َع ل ىَالنَّاسََِۚف أ قِيمُواَالصَّلً  د 
َو نعِ م َالنَّصِيرَُ ََۖف نِع م َال م و لَ َٰ كُم   م و لَّ 

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 

dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu 

dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, 

maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah 

kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah 

sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.
48

 

4) Al-Nisa’ ayat 28: 

ََۚ َع ن كُم  َيُُ فِ ف  َُأ ن  ن س انَُض عِيفًََيرُيِدَُاللََّّ َالْ ِ  او خُلِق 
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 

dijadikan bersifat lemah”.
49

 

b. Mempersedikit beban (taqli>l al-taka>li>f) 

       Ciri ini dimaksudkan agar seluruh hukum Islam masih dalam 

batas-batas yang memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa 
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mendatangkan kesulitan yang berada diluar kemampuan manusia. 

Memang setiap hukum memiliki sisi kesulitan dan sekaligus beban 

yang harus ditanggung oleh setiap mukallaf, namun kesulitan itu 

tidak sampai membawa pada kebinasaan atau kesulitan yang berada 

di luar batas kemampuannya, baik beban dan kesulitan itu murni 

datang dari ajaran Islam atau bahkan karena seorang sengaja 

melakukan sesuatu diluar kewajaran seperti, puasa wishal (terus 

menerus tanpa berbuka dan sahur), shalat dengan satu kaki saja atau 

lainnya. 

c. Bertahap dalam penetapan hukum (al-tadarruj fi> al-tashri>’) 

       Kondisi sosial, budaya, dan bahkan ekonomi dan politik 

terkadang menjadi hambatan dalam penerapan suatu hukum. Namun 

demikian suatu hukum karena bersifat teologis, sesuatu yang diyakini 

datang dari Tuhan yang meniscayakan adanya upaya untuk 

memberlakukannya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, 

karakeristik hukum Islam yang ketiga inilah menjadi salah satu 

solusi. Ada sebuah kaidah fikih yang mirip dengan semangat 

karakteristik hukum diatas, yaitu: 

كَُلُّهَُ َيُـتـ ر كُ كَُلُّهَُلَّ  ر كُ َيدُ    م اَلَّ 

“Sesuatu yang tidak dapat dijangkau keseluruhannya tidak boleh 

ditinggalkan secara keseluruhan”. 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

       Yang dimaksud dengan prinsip disini adalah asas yang dijadikan 

pokok seseorang dalam berfikir, bertindak, dan lain sebagainya. Menurut 
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Soenarjo, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, bahwa terdapat enam 

prinsip dalam hukum Islam, yang secara rinci sebagaimana berikut:
50

 

a. Prinsip tauhid 

       Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum Islam 

adalah bermuara pada mengesakan Tuhan, yaitu Allah Swt. Dengan 

prinsip tauhid, pelaksanaan suatu hukum akan bermakna sebagai 

ibadah, dan bahkan kualitas pelaksanannya juga tergantung sejauh 

mana rasa kehadiran Tuhan dalam proses ibadah, baik ibadah mah{d{ah 

(murni, khusus), atau ibadah ghayru mah{d{ah (tidak murni, umum, 

dan luas).  

       Prinsip tauhid juga menegaskan bahwa hukum Islam harus 

senantiasa sejalan dengan Alquran dan hadis, baik melalui 

pemahaman langsung terhadap narasi kedua teks tersebut, atau 

melalui pendekatan kebahasaan atau non kebahasaan seperti maqa>si{d 

shari>ah dan lainnya. 

       Secara normatif, prinsip ini dapat dibaca dalam surah Ali ‘Imran 

ayat 64: 

َنُشَ  َاللََّّ َو لَّ  َإِلََّّ َن ـع بُد  َأ لََّّ ن كُم  نـ ن اَو ب ـيـ  ةٍَس و اءٍَب ـيـ  لِم  كَ  ل َال كِت ابَِت ـع ال و اَإِلَ َٰ َأ ه  َبِهَِقُل َيَ  ركِ 
هَ  َاش  َف ـقُولُوا َت ـو لَّو ا َف إِن  َۚ َاللََِّّ َدُونِ َمِن  بًِ َأ ر بِ  َب ـع ضًا َب ـع ضُن ا َي ـتَّخِذ  َو لَّ  ئًا يـ  َبِ نَََّش  دُوا

لِمُونَ   مُس 
“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah’. Jika 
                                                           
50
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mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". 

(QS. Ali ‘Imran: 61)
51

 

b. Prinsip Keadilan (al-‘adl) 

       Menurut Quraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, 

bahwa keadilan yang dituntut oleh Alquran maknanya sangat 

beragam, baik dalam proses penetapan hukum, penegakan system 

kemanusiaan, dan sebagainya. Namun demikian, adil itu sendiri dapat 

diartikan dengan empat makna: Pertama, adil dalam arti sama; 

Kedua, adil dalam arti seimbang; Ketiga, adil dalam arti perhatian 

pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada 

pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya; Keempat, 

adil dinisbatkan kepada Allah. 

       Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan meniscayakan 

proses legislasi hukum Islam dan penerapannya hendaknya juga 

mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat, kapan dan dimana 

hukum itu akan diterapkan. Bisa jadi suatu hukum cocok diterapkan 

disuatu tempat dan mencerminkan rasa keadilan di dalamnya, tetapi 

karena factor social, budaya, ekonomi, dan bahkan politik, hukum 

tersebut tidak layak diterapkan karena tidak mencerminkan rasa 

keadilan. Dengan demikian, hukum yang tidak melahirkan rasa 

keadilan hendaknya “ditunda” dulu, hingga tiba saatnya betul-betul 
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kondusif untuk diterapkan, dan mencari alternatif hukum lain yang 

Islami dan lebih bisa diterapkan.
52

 

c. Prinsip Persamaan (al-Musa>wah) 

       Dengan prinsip al-musa>wah (persamaan), setiap individu, 

kelompok, dan golongan adalah mempunyai hak yang sama dan 

setara dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam proses 

legislasi hingga penerapannya hendaknya memperhatikan hak-hak 

ang melekat pada setiap orang dan masyarakat sehingga kehadiran 

hukum Islam betul-betul dirasakan sebagai rahmat dan berkah bagi 

semesta. 

       Prinsip al-musa>wah (persamaan) dapat dijumpai landasan 

formatifnya dalam Alquran surah al-hujurat ayat 13 sebagai berikut: 

َإِنََّ َلتِـ ع ار فُواَۚ َو ق ـب ائِل  َشُعُوبًِ َو ج ع ل ن اكُم  َو أنُ ـث ىَٰ رٍ َذ ك  َمِن  ن اكُم  ل ق  َخ  َإِنََّ َالنَّاسُ َأ يّـُه ا يَ 
بِيرَ  ع لِيم َخ  ََۚإِنََّاللَََّّ  َأ تـ ق اكُم  َاللََِّّ ر م كُم َعِن د   أ ك 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
53

 

d. Prinsip Kemerdekaan/Kebebasan (al-h{urriyah) 

       Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang 

melekat padanya untuk menganut suatu agama dan mengamalkan 

ajaran yang dipahami dari agamanya. Oleh karena itu, setiap hukum 

yang dirasa tidak mencerminkan prinsip ini hendaknya dilakukan 
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reorientasi, rekonstruksi, dan bahkan kalau perlu dekonstruksi 

terhadapnya. 

       Prinsip kebebasan dapat kita jumpai landasannya dalam Alquran 

surah al-Baqarah ayat 256, surah al-Maidah ayat 48, surah Yunus 

ayat 99, dan surah al-Kafirun ayat 6. Redaksi ayat-ayat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Al-Baqarah ayat 256: 

َ دُ َالرُّش  َت ـبـ يَُّ  َق د  ينَِۖ ر اه َفَِالدِ  َإِك  َبِِلطَّاغُوتَِلَّ  فُر  َي ك  َف م ن  َۚ َال غ يِ  ََمِن  َبِِللََِّّ و يُـؤ مِن 
يع َع لِيمَ  َُسَِ  ََۗو اللََّّ َان فِص ام َلَ  ا َلَّ  َبِِل عُر و ةَِال وُث ـق ىَٰ س ك  ت م   ف ـق دَِاس 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
54

 

2) Al-Maidah ayat 48: 

ََۖ َع ل ي هِ ي مِنًا َو مُه  َال كِت ابِ َمِن  ي هِ َي د  َب ـيُ   ا َلِم  قاً َمُص دِ  َبِِلِ  قِ  َال كِت اب  َإلِ ي ك  و أ ن ـز ل ن ا
َج ع ل ن اَ َلِكُلٍ  َۚ َالِ  قِ  َمِن  َع مَّاَج اء ك  و اء هُم  َأ ه  َت ـتَّبِع  َو لَّ  َۖ َاللََُّّ َأ ن ـز ل  َبِ ا نـ هُم  َب ـيـ  كُم  ف اح 

َشِرَ  َم اَمِن كُم  َفِ لُو كُم  َليِـ بـ  َو ل َٰكِن  ةً َو احِد  َأمَُّةً َلْ  ع ل كُم  َاللََُّّ َش اء  َو ل و  َۚ َو مِنـ ه اجًا ع ةً
تُم َفِيهَِتَ  ت لِفُونَ  كَُنـ  يعًاَف ـيُـنـ بِ ئُكُم َبِ ا َم ر جِعُكُم َجَِ  َاللََِّّ ت بِقُواَالْ  يـ ر اتََِۚإِلَ  ََۖف اس  كُم   آتَ 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab 

yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan 

jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
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semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu”.
55

 

3) Yunus ayat 99: 

م نَ  َلَ  َش اء َر بُّك  َي كُونوُاََو ل و  َح تَََّّٰ َالنَّاس  رهُِ َتُك  َأ ف أ ن ت  َۚ يعًا َجَِ  كَُلُّهُم  َفَِالِ  ر ضِ م ن 
 مُؤ مِنِيَُ 

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 

orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) 

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang 

beriman semuanya?”.
56

 

4) Al-Kafirun ayat 6: 

 ل كُم َدِينُكُم َو لِ َدِينَِ

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.
57

 

e. Prinsip Perintah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran (al-‘Amr bi 

al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar) 

       Dengan prinsip ini, meniscayakan bahwa hukum Islam agar 

berfungsi sebagai rekayasa sosial menuju kehidupan manusia yang 

lebih baik dan bermartabat sebagaimana fitrahnya dengan metode 

dan pendekatan yang dapat diterima oleh akal sehat, tradisi dan 

budaya umat manusia. Dan, prinsip ini menjadikan hukum Islam 

sebagai social control, pengendali kehidupan umat manusia agar 

terhindar dari segala bentuk kemafsadatan dan kemdharatan.
58
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f. Prinsip Tolong-Menolong (al-Ta’awun) dan Musyawarah (al-Shu>ra) 

       Prinsip ini menegaskan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna 

kecuali nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, dalam menjalani 

hidup ini, sesama manusia hendaknya saling tolong menolong, saling 

bahu membahu baik dalam ranah sosial, politik, hukum dan lainnya. 

Untuk menghasilkan produk hukum yang interkonek dengan berbagai 

kemaslahatan kehidupan manusia, maka kehadiran berbagai pihak 

dalam proses legislasi sangatlah dibutuhkan. Diranah inilah, prinsip 

ta’awun dan al-shu>ra akan terasa manfaatnya. 

       Prinsip ini dapat kita jumpai landasannya dalam Alquran surah 

al-Maidah ayat 2, surah al-Mujadalah ayat 9, surah Ali ‘Imran ayat 

159, dan surah al-Shura ayat 38. Redaksi ayatnya sebagai berikut: 

1) Al-Maidah ayat 2: 

َ ر  َالشَّه  َو لَّ  َاللََِّّ َتَُِلُّواَش ع ائرِ  َآم نُواَلَّ  َأ يّـُه اَالَّذِين  َيَ  َو لَّ  ئِد  َال ق لً  َو لَّ  ي  َالَ  د  الِ  ر ام َو لَّ 
َ َو لَّ  َف اص ط ادُواَۚ ل ل تُم  َح  َو إِذ ا َو رضِ و انًََۚ َر بِّ ِم  َمِن  َف ض لًً تـ غُون  َي ـبـ  َالِ  ر ام  َال بـ ي ت  آمِ يُ 

َت ـع تَ  جِدَِالِ  ر امَِأ ن  َع نَِال م س  َص دُّوكُم  َش ن آنَُق ـو مٍَأ ن  َو ت ـع او نوُاَع ل ىَال بِّ َيَ  رمِ نَّكُم  دُواَۘ
َۖإِنََّاللََّّ َش دِيدَُال عِق ابَِ و انََِۚو اتّـَقُواَاللَََّّ  َو ال عُد  ثِْ  َت ـع او نوُاَع ل ىَالْ ِ ََۖو لَّ   و التـَّق و ىَٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 

keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
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dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
59 

2) Al-Mujadalah ayat 9: 

َت ـتـ ن اج و ا َف لً  تُم  يـ  َت ـن اج  َإِذ ا َآم نُوا َالَّذِين  َأ يّـُه ا َالرَّسُولََِيَ  َو م ع صِي تِ و انِ َو ال عُد  بِِلْ ِثِْ 
الَّذِيَإلِ ي هَِتَُ ش رُونَ  ََۖو اتّـَقُواَاللَََّّ   و ت ـن اج و اَبِِل بِّ َو التـَّق و ىَٰ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang 

membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. 

Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan 

dikembalikan”.
60

 

3) Ali ‘Imran ayat 159: 

َ كَُن ت  َو ل و  َۖ مُ  َلَ  َلنِ ت  َاللََِّّ َمِن  َر ح  ةٍ ََۖف بِم ا َح و لِك  َمِن  ن ـف ضُّوا َلَّ  َال ق ل بِ َغ لِيظ  ف ظًّا
َاللَََّّ  ََۚإِنَّ َف ـتـ و كَّل َع ل ىَاللََِّّ رََِۖف إِذ اَع ز م ت  َفَِالِ  م  َو ش اوِر هُم  مُ  َلَ  تـ غ فِر  َو اس  هُم  َف اع فَُع نـ 

لِيَُ  َال مُتـ و كِ   يُُِبُّ
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya”.
61

 

4) Al-Shura ayat 38: 

َيُـن فِقُونَ  نـ هُم َو مَِّاَر ز قـ ن اهُم  َب ـيـ  رُهُم َشُور ىَٰ ة َو أ م  ت ج ابوُاَلِر بِّ ِم َو أ ق امُواَالصَّلً   و الَّذِين َاس 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka”.
62

 

 

                                                           
59

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 211. 
60

 Ibid, 543. 
61

 Ibid, 117. 
62

 Ibid, 454. 
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4. Konsep Mas{lah{ah dalam Teori Hukum Islam 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mas{lah{ah 

       Kata Mas{lah{ah berasal dari kata kerja sh~alaha dan shaluha. 

Secara etimologis memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, 

layak, sesuai. Sebenarnya kata mas{lah{ah satu wazn (pola) dengan 

kata Manfa'ah. Dimana arti kedua kata tersebut adalah maslahat dan 

manfaat. 63
 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata 

maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, 

guna.
64

 Kata mas}lah}ah biasanya dilawankan dengan kata mafsadah 

dan biasanya juga dilawankan dengan kata madharat  yang 

mengandung arti kerusakan.
65

  

       Al-Ghazali mengatakan bahwa mas{lah{ah pada dasarnya yakni 

meraih manfaat dan menolak kemudaratan. Selanjutnya ia 

menegaskan maksud dari pernyataan tersebut adalah menjaga 

maqa>si{d shari>ah yang ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan 

harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu 

unsur dari maqa>si{d shari>ah maka ia disebut mas{lah{ah. Sebaliknya jika 

tidak ada salah satu unsur dari maqa>si{d shari>ah, maka ia merupakan 

mafsadah, sedang mencegahnya adalah mas{lah{ah.
66

 

                                                           
63

 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2011), 127. 
64

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), 634. 
65

 Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 
Indonesia  (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35. 

66
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I  (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114. 
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       Pada dasarnya mas{lah{ah yang harus dicapai manusia adalah 

untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah 

semata. Oleh sebab itu, seorang manusia tidak boleh menuruti hawa 

nafsunya seenaknya, tetapi harus benar benar memperhatikan syariat 

Allah. Hal ini karena syariat itu merupakan pedoman untuk 

kemaslahatan manusia itu sendiri, baik aspek d{aru>ri>yah, haji>yah, dan 

tahsini>yah. Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, 

maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat 

itu.
67

 

       Menurut Al-Shatibi bahwa kriteria mas{lah{ah adalah tegaknya 

kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dapat 

dikatakan bahwa semua hal yang hanya mengandung kemaslahatan 

dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung 

kemaslahatan akhirat, maka hal semacam itu bukanlah mas{lah{ah 

yang menjadi tujuan syariat.
68

  

       Tujuan syariat atau tujuan puncak ajaran Islam itu bisa 

dinamakan tujuan-tujuan primer (Al-Maqa>s{id Ad-D{aru>ri>yah). Abu 

Zahrah menjelaskan sebagai berikut:
69

 

1) Memelihara Agama (H{ifz{u al-Di>n) 

Memelihara agama merupakan kewajiban bagi setiap 

manusia khususnya umat muslim, dengan diajarkannya berbagai 

                                                           
67

 Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat 
(Jakarta: Erlangga, 2007), 81. 

68
 Ibid, 83. 

69
 Ahmad Qorib, Ushul Fikih 2 (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997),  170. 
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nilai kemanusiaaan oleh agama, menempatkan manusia lebih 

tinggi derajatnya dan lebih mulia daripada hewan. Karena dengan 

memeluk suatu agama merupakan ciri khas seorang manusia. 

       Dalam rangka memelihara dan mempertahankan 

kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai 

keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. 

Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan 

menumbuhkan semangat keberagamaan. 

2) Memelihara Jiwa (H{ifz{u al-Nafs) 

       Yaitu memelihara hak untuk hidup secara wajar dan 

terhormat serta memelihara jiwa supaya terhindar dari tindakan 

yang merugikan dan membahayakan, berupa pembunuhan, 

pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai yang 

lainnya. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri 

manusia seperti memberi batasan gerak langkah manusia tanpa 

memberi kebebasan, oleh sebab itu Islam melindungi hak 

kebebasan, baik kebebasan berkarya, kebebasan berpendapat, dan 

kebebasan lainnya yang bertujuan untuk meluruskan dasar-dasar 

kehidupan manusia yang mulia dan terhormat serta bebas, sejauh 

itu  tidak menimbulkan pada orang lain. 

3) Memelihara Akal (H{ifz{u al-Aql) 

Maksudnya adalah menjamin akal fikiran dari keburukan 

yang menjadikannya tidak bermanfaat di masyarakat, menjadi 
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akar suatu tindak kejahatan, atau mungkin menjadi sampah 

masyarakat. Sebenarnya pemeliharaan ini merupakan upaya 

pencegahan atau upaya preventif yang dilakukan syariat Islam 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya pikir dan 

menjaganya dari segala hal yang mencelakakannya. 

4) Memelihara Keturunan (H{ifz{u al-Nas{l) 

Yaitu menjaga keabadian umat manusia supaya terus ada, 

tetap hidup dan berkembang biak dengan sehat, kokoh dan kuat, 

baik perilaku serta agamanya. 

5) Memelihara Harta (H{ifz{u al-Mal) 

Maksud dari tujuan terakhir ini adalah menjaga dan 

mencegah perilaku supaya tidak mengotori harta, seperti ghashab, 

pencurian dan perilaku-perilaku lainnya yang lalim dan curang. 

       Dalam menetapkan hukum Islam, terdapat dua bentuk 

pendekatan yang bisa digunakan, yatu melalui pendekatan 

kebahasaan dan pendekatan maqa>s{id shari>ah. Jika dibandingkan 

antara keduanya, yaitu penetapan hukum Islam melalui pendekatan 

maqa>s{id shari>ah dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan 

kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui maqa>s{id shari>ah dapat 

menjadikan hukum Islam lebih fleksibel, dan luwes karena dengan 

pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat 

kontekstual. Sedangkan penetapan hukum Islam melalui kaidah 

kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas dari hukum Islam, 
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nantinya hukum Islam akan kaku dan akan kehilangan sifat 

kontekstualnya.
70

 

b. Syarat-Syarat Mas{lah{ah Mursalah 

       Para ulama yang menjadikan h{ujjah mas{lah{ah mursalah ini 

sangat berhati-hati dalam merealisasikannya agar tidak salah, tidak 

berdasarkan nafsu dan kepentingan perorangan saja dalam 

pembentukan hukum. Maka dibuatlah dasar pembentukan hukum 

yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
71

 

1) Harus berupa mas{lah{ah yang sebenarnya, bukan mas{lah{ah yang 

bersifat dugaan. Yang berarti supaya terbentuknya pembentukan 

hukum tersebut bisa menjadi suatu kejadian yang dapat 

mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat. 

2) Berupa mas{lah{ah yang bersifat umum, bukan mas{lah{ah yang 

sifatnya perorangan. Hal ini bermaksud supaya dampak 

pembentukan suatu hukum tersebut bisa membawa keuntungan 

untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali bukan untuk 

keuntungan seorang atau beberapa orang saja. Jadi mas{lah{ah  

harus membawa manfaat bagi mayoritas umat manusia. 

3) Pembentukan hukum bagi mas{lah{ah ini tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nas}. 

                                                           
70

 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan 
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),  184. 

71
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1996), 130. 
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5. Teori Kaidah-Kaidah Fikih 

a. Pengertian Kaidah Fikih. 

       Berarti adalah kaidah umum, yang meliputi seluruh cabang 

masalah-masalah fikih, yang menjadi pedoman dalam menetapkan 

hukum pada setiap peristiwa fikih, baik yang ditunjuk oleh nas yang 

s{ari>h (jelas) maupun yang belum ada hukumnya. Kaidah fikih ini di 

samping berfungsi sebagai tempat bagi para mujtahid untuk 

mengembalikan seluruh seluk beluk masalah fikih, juga sebagai kaidah 

(dalil) untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak 

ditunjuk oleh nas yang s{ari>h yang sangat memerlukan untuk ditentukan 

hukumnya.
72

  

b. Macam-macam Kaidah Fikih 

       Dalam kaidah fikih, menuurut mazhab Syafi’i ada lima kaidah 

pokok yang memiliki peranan penting dan ruang lingkup serta cakupan 

yang berbeda. Mulai dari kaidah dengan ruang lingkup yang sangat 

luas hingga kaidah fikih dengan ruang lingkup yang sempit. Kelima 

kaidah tersebut adalah:
73

 

1) Kaidah Pertama 

ا الِمُُو رَُ  بِ ق اصِدِه 
“ Setiap perkara tergantung pada niatnya”. 

2) Kaidah Kedua 

َُ  لَّ يُـز البُِالشَّك َِ الي قِيُ 

                                                           
72

 Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, Us{u>l Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2013), 147. 
73

 Miftahul Arifin, Usul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 

1997), 286. 
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“Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” 
 

3) Kaidah Ketiga 

رَ   ا ل م ش قَّةَُتَ  لِبَُالتـَّي سِيـ 
kemudahan” gkanmendatan itu sukaran“Ke 

4) Kaidah Keempat 
 الضَّر ريُُـز الَُ

dihilangkan” harus itu “Kemadharatan 

5) Kaidah Kelima 

ةَ   الع اد ةُمُُ كَّم 
“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.” 

 

c. Kaidah Keempat (Kemudharatan harus dihilangkan) 

       Kaidah ini memiliki sudut pandang yang sedikit mirip dengan 

kaidah sebelumnya. Kaidah ََُيُـز ال  berkaitan dengan kemudharatan ا لضَّر رُ

yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, 

dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. 

Sedangkan kaidah   َش قَّةَُا ل م  berkaitan dengan hak Allah, dimana التـَّي سِيـ رَ  تَ  لِبَُ 

Allah memberikan kemurahan apabila ada kesulitan-kesulitan yang 

menimpa hamba-Nya maka Allah akan memberikan kemudahan-

kemudahan.
74

 

      Oleh karena itu, kaidah َُظُو ر اتَِالَ  تبُِي حَُ ا لضَّرُو ر ات م ح   (keadaan darurat 

membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram) terkadang digolongkan 

oleh para ulama sebagai turunan dari kaidah َُيُـز الَُ ا لضَّر ر, sebagai contoh 

apabila seseorang diserang oleh orang jahat, maka tidak mengapa 

                                                           
74

 Muchlis Usman, Kaidah-KAidah Ushuliyah Dan fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath 
Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 132. 
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baginya untuk membela dirinya lantas membunuh orang jahat tersebut 

demi menghindarkan kemudharatan (kematian) itu terjadinya pada 

dirinya walaupun harus membunuhnya. Ini berkaitan dengan hak 

diantara sesama hamba Allah.
75

 

       Namun kadang pula digolongkan oleh para ulama sebagai turunan 

dari kaidah  ُالت َّيْسِي ْرَُ تََْلِبُ  الَْمَشَقَّة, sebagai contoh seseorang yang terpaksa 

memakan babi ketika keadaan darurat di dalam hutan dan dia tidak 

menjumpai makanan yang halal. Makan babi tidak memberi mudharat 

bagi orang lain, tapi ini berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar 

yang asalnya makan babi itu haram, tetapi menjadi mubah karena 

menghindarkan mudharat dari dirinya.
76

 Kaidah keempat ini memiliki 

kaidah turunan, yaitu sebagai berikut:
77

 

1) Yang pertama 

م ك انَِ ف عَُع ل ىَق درَِالْ ِ  ا لضَّر رَُيدُ 
(Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak 

seluruhnya hilang). 

       Ini merupakan kaidah yang penting terutama dalam masalah 

nahi mungkar, karena diantara bentuk kemudharatan adalah 

kemungkaran. Patut diketahui bahwa nahi mungkar ada dua 

bentuk, pertama nahi munkar untuk menghilangkan kemungkaran 

secara total, kedua nahi mungkar dengan cara meminimalkan 

kemungkaran tersebut. Bahkan dalam beberapa kondisi, perbuatan 
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 Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, Us{u>l Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah…, 169. 
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nahi mungkar itu sendiri mengandung kemungkaran, tetapi itu 

dilakukan demi menghilangkan kemungkaran yang lebih besar 

darinya. Diantara dalil akan kaidah ini, Allah berfirman, 

ََۗ راًَلِِ  نفُسِكُم  يـ  ت ط ع تُم َو اسَ  عُواَو أ طِيعُواَو أ نفِقُواَخ  م اَاس   ف اتّـَقُواَاللَََّّ 
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 

dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik 

untuk dirimu.” (QS At-Taghabun : 16)
78 

َأ ط ع ن كُم َ جُرُوهُنََّفَِال م ض اجِعَِو اض ربِوُهُنَََّۖف إِن  تَِتَ  افُون َنُشُوز هُنََّف عِظوُهُنََّو اه  و اللًَّ
بِيلًًََۗإِنََّا غُواَع ل ي هِنََّس  َت ـبـ  بِيراًف لً  كَ   للََّّ كَ ان َع لِيًّا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS An-Nisa 

: 34)
79

 

2) Yang Kedua 

َيُـز الَُبِثِ لِهَِ  ا لضَّر رَُلَّ 
(Kemudharatan tidak dihilangkan dengan memunculkan 

kemudharatan yang semisal apalagi kemudharatan yang lebih 

parah) 

3) Yang Ketiga 

َالضَّر ر ي نَِاِر تَِ  ك ابَُأ خ فِ 
(Menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua 

mudharat tersebut tidak bisa dihindari) 

       Kaidah ini diterapkan apabila dihadapkan pada dua 

kemudharatan yang tidak bisa dihindari semuanya secara sekaligus, 

tidak boleh tidak harus dilakukan dan tidak ada pilihan ketiga. 

                                                           
78

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 815. 
79

 Ibid, 108. 
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Maka dalam hal ini sikap yang diambil adalah menempuh 

kemudharatan yang lebih ringan. 

4) Yang Keempat 

ف عَِالضَّر رَِال ع ام َِ َلِد   يُُ ت م لَُالضَّر رَُالْ  اصُّ
(Ditempuh kemudharatan yang khusus untuk menolak 

kemudharatan yang umum) 

5) Yang Kelima 

ال مف اسِدَِمُق دَّم َع ل ىَج ل بَِال م ص الِحَِ  د ر ءَُ

(Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan 

kemaslahatan) 

       Kaidah ini diterapkan apabila maslahat dan mudharatnya sama, 

tidak ada dari keduanya yang lebih besar. Maka didahulukan untuk 

meninggalkannya demi menghindarkan diri dari mudharat yang 

akan timbul walaupun harus mengorbankan mas{lah{ah yang bisa 

diraih. 
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BAB III 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA 

JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN 

 

A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Keluarga Sakinah 

1. Pengertian Keluarga Sakinah dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

       Keluarga sakinah memiliki dua unsur suku kata, yaitu keluarga dan 

sakinah. Pengertian keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-

kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya 

berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga 

adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak 

mempunyai anak.
1
 Dalam pasal 1 point 6 Undang-Undang Nomor 52 

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 

Keluarga juga menjelaskan tentang pengertian keluarga, yaitu “Unit 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri 

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. 

       Sedangkan arti kata sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. 

Maksudnya yaitu seseorang merasakan sakinah jika terpenuhinya unsur-

unsur hajat hidup secara layak dan seimbang baik spiritual maupun 

material. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah 

seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen 

Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4. 
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dan sebagainya.
2
 Tolak ukur sebagai seorang manusia yang bertakwa, 

berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan memiliki kemampuan 

serta menikmati hidup secara layak dijelaskan dalam pasal 1 point 5 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yaitu dalam “Aspek fisik 

dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan”. 

       Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang 

dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan 

mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga yang dipenuhi rasa 

kelembutan dan kasih sayang.
3
  

       Definisi keluarga sakinah juga dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 

2013  tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yaitu 

“Keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, 

diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 

lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul 

karimah”. 

                                                           
2
 Ibid, 5. 

3
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

(Anggota IKAPI), 1997), 16. 
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2. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

       Setelah dijelaskan pengertian keluarga sakinah diatas, maka untuk 

mewujudkannya banyak aspek atau unsur-unsur yang mendukungnya, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Didahului dengan sebuah ikatan perkawinan yang sah. 

       Keluarga yang dimaksud yaitu suami isteri yang terbentuk 

melalui perkawinan.
4

 Disini bisa diartikan bahwa terbentuknya 

keluarga sakinah haruslah berawal dari suatu perkawinan yang sah,
5
 

jika tidak terjadi perkawinan yang sah bisa dipastikan keluarga yang 

terbentuk tersebut tidak sakinah, karena tidak adanya rasa aman, dan  

tenteram dalam menjalaninya. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa 

“Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”.  

b. Mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik 

material yang layak dan seimbang. 

       Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara layak bisa 

disebut mampu menjadikan keluarga itu menjadi sejahtera. 

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Pasal 1 point 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2013 

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 

Keluarga . 
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material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak 

sebagai manusia yang bermanfaat.
6
 

       Pada dasarnya membentuk keluarga menjadi keluarga sakinah, 

tidak lepas dari dua aspek dasar yang penting, yaitu terpenuhinya 

kebahagiaan batin atau spiritual dan kebahagiaan fisik atau material.
7
 

Kebahagiaan batin atau spiritual yang dimaksud yaitu kebahagiaan 

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 Kebahagiaan 

spiritual ini erat kaitannya dengan persoalan ibadah kepada Allah 

Swt, akan sangat terasa aman sebuah keluarga jika didasari dengan 

syariat-syariat Islam dalam kehidupannya dan akan sangat terasa 

tenteramnya kehidupan keluarga jika mengerjakan ibadah kepada 

Allah Swt dengan khusyu’ secara bersama-sama. Serta, mampu 

memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlaqul karimah secara bersama-sama juga. 

       Berbeda halnya dengan kebahagiaan fisik atau material ini, 

dimana kebahagiaan material ini lebih bersifat kepuasaan secara 

duniawi, seperti kebahagiaan memiliki sesuatu barang atau benda, 

atau bisa juga merasa bahagia tentang kesempurnaan fisiknya 

ataupun mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya 

                                                           
6
 Pasal 1 point 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2013 

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 

Keluarga . 
7
 Pasal 1 point 3, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor : DJ.II/542 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
8
 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan 

meningkatkan kualitas hidupnya.
9
  

       Berbicara tentang kesempurnaan fisik, biasanya faktor 

penunjangnya yaitu kesehatan yang prima. Perihal kesehatan, bisa 

dimulai dari lingkungan keluarga dulu dimana keluarga sebagai unit 

terkecil dari lingkungan masyarakat. Karena dengan terbentuknya 

keluarga yang sehat akan sangat berpengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat, dan menjadikannya keluarga yang produktif.  

       Sumber daya manusia produktif didalam keluarga mempunyai 

pengaruh yang besar untuk menentukan sebuah keluarga menjadi 

sakinah. Baik dari pihak suami, istri ataupun anaknya. Semakin 

semua anggota keluarga sehat, kehidupan berkeluarga tersebut akan 

menjadi aman, tenteram dan bisa menjalani hidupnya secara social 

dan ekonomis dengan layak dan seimbang. 

       Kebahagiaan mental dan fisik diatas harus berjalan dengan 

seimbang, tidak bisa hanya berjalan salah satu atau lebih 

mendominasi salah satu dari keduanya. Dikarenakan, kedua aspek ini 

sangatlah penting dalam berkeluarga, jika tidak seimbang maka akan 

timbul kesenjangan dalam hidupnya dan bisa dikatakan akan tidak 

sakinah. 

c. Diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 

lingkungannya. 

                                                           
9
 Pasal 5 point b, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

Dan Pembangunan Keluarga. 
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       Memunculkan suasana kasih sayang dalam keluarga sebenarnya 

merupakan hal yang wajib, karena rasa kasih sayang itulah yang 

menjadi pemersatu antar anggotanya dan alasan untuk menjadikan 

keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk pulang dari berbagai 

aktifitas yang sudah dijalani seharian.  

       Tidak dipungkiri, untuk membangun dan mempertahankan 

keluarga hingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu 

sangatlah sulit, tidak semudah yang dibayangkan para pemuda dan 

pemudi yang ingin membangun keluarga.
10

 Banyak masalah yang 

akan timbul setelah menjalaninya, baik dari faktor internal keluarga 

itu sendiri ataupun bahkan dari lingkungan luar.  

       Dari faktor internal, sebenarnya banyak hal yang harus dipunyai 

seorang pria yang akan berfungsi sebagai suami ataupun seorang 

wanita yang akan menjadi pasangannya sebagai seorang isteri dan ibu 

dari anak-anaknya.
11

 Secara psikologis, faktor internal ini berkaitan 

erat dengan sikap dan kepribadian anggota keluarga itu sendiri, dan 

unsur dari faktor internal yang tidak kalah pentingnya itu adalah  

kedewasaan diri.
12

 

       Kehidupan berumah tangga sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, tidaklah seindah dan selancar yang kita bayangkan, 

penuh bertaburan senyum manis, tawa renyah, tersedianya uang 

                                                           
10

 Hasan Basri, Keluarga Sakinah..., 3. 
11

 Ibid, 4. 
12

 Ibid, 6. 
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untuk memenuhi setiap barang keperluan yang kita inginkan, dan 

sebagainya. Rumah tangga yang didirikan itu ternyata diikuti pula 

oleh serangkaian pekerjaan rutin yang cukup membosankan dan 

melelahkan, berbagai pengalaman yang menyenangkan dan 

menyedihkan, bahkan sangat menggelisahkan. Tanpa mau bekerja 

untuk mencari nafkah dan menyelesaikan setiap urusan rumah 

tangga, bukan tidak mungkin keadaan rumah tangga akan terkesan 

kacau dan amburadul.
13

 

       Berbeda halnya dengan orang yang sudah cukup taraf 

kedewasaannya dalam mendirikan dan memelihara rumah tangga. 

Dengan penuh perasaan tanggung jawab dilaksanakannya setiap 

tugas rumah tangga dengan ikhlas, dan berusaha sebaik-baiknya 

tanpa keluhan dan omelan serta mempergunjingkannya dengan orang 

lain yang tidak berkepentingan.  

       Seorang suami yang dewasa dalam bidang keuangan akan 

mampu dan selalu berusaha mencari rejeki guna mencukupi biaya 

kehidupan yang sangat diperlukan oleh keluarganya. Seorang isteri 

yang dewasa dalam bidang ekonomi, tentulah akan pandai 

menghemat dan mengatur ekonomi rumah tangganya, tidak boros dan 

tidak pula pelit setengah mati. Dilaksanakannya setiap tugas rumah 

tangganya dengan ikhlas dan sabar, baik dalam hal memasak, 

                                                           
13

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 

 

 
 

mencuci pakaian, dan alat-alat dapur serta membersihkan rumah, 

lantai, dan sebagainya.
14

 

       Karena kedewasaannya dalam hal memasak, maka berbahagialah 

suami dan anak-anaknya karena selalu mendapatkan sajian makanan 

yang bervariasi, segar dan lezat cita rasanya, jauh dari membosankan. 

Suami-isteri yang cukup dewasa akan mampu memahami perasaan, 

meneggang perasaan dan memikirkan sesuatu yang baik dan 

bermanfaat bagi kebahagiaan keluarganya. Akan dilakukan dan 

diusahakan bila bermanfaat dan akan ditinggalkan bila kurang 

bermanfaat bagi kehidupan keluarganya. 

       Mereka akan tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan, baik 

dalam bidang social dan ekonomi, kesusilaan dan kehormatan diri dan 

keluarga, dan sebagainya. Orang yang dewasa dalam berumah tangga 

akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan sewaktu-waktu 

datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyangkan 

ketentraman dan kebahagiaan hidup.
15

 

       Kemudian, faktor internal juga bisa dilihat dari unsur kesetaraan 

dan keadilan gender dalam berkeluarga, dimana yang dimaksud 

gender dalam pasal 1 point 7 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 

2012 tentang Pengarusutamaan Gender adalah “Konsep yang 

mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan 

                                                           
14

 Ibid, 7. 
15

 Ibid, 8. 
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perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 

social dan budaya masyarakat”.  

       Dan kesetaraan gender yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur 

diatas pasal 1 point 8 adalah “Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam 

menikmati hasil pembangunan”. Sedangkan, definisi keadilan gender 

pada pasal 1 point 9 dalam Peraturan Gubernur yang sama diatas 

adalah “Suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan 

perempuan”. 

       Jadi, kaitan kesetaraan dan keadilan gender sebagai faktor 

internal dalam membentuk keluarga sakinah ini berkaitan dengan hak 

dan kewajiban suami isteri, maksudnya adalah akan timbul suasana 

kasih sayang jika dari masing-masing dari suami, dan isteri telah 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sesuai perannya dalam 

kehidupan berkeluarga, dan dapat dipastikan keluarga yang dibangun 

itu akan menjadi keluarga sakinah. Sebaliknya, jika ada salah satu 

antara hak dan kewajiban suami atau isteri yang tidak berjalan, maka 

akan timbul kehancuran dalam keluarganya. 

       Faktor internal keluarga terakhir yang bisa menumbuhkan 

suasana kasih sayang adalah tentang kesehatan setiap anggota 

keluarga yang terjamin. Maksudnya ialah, dengan menjamin 
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kesehatan setiap anggota keluarga berarti menumbuhkan rasa saling 

menjaga satu sama lain dan sikap saling terbuka antar anggota 

keluarga tentang masalah kesehatan yang dirasakan, misalnya dengan 

membawa anggota keluarga yang tidak sehat ke puskesmas atau ke 

dokter. Hal ini akan membuat suasana didalam keluarga menjadi 

aman, dan tenteram. 

       Dapat disimpulkan dari unsur-unsur keluarga diatas bahwa keluarga 

dikatakan sakinah jika para anggota keluarga dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban terhadap Allah Swt, diri sendiri, keluarga, 

masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Alquran dan 

sunnah Rasul.
16

 Setiap keluarga harus bisa dan mampu menjadikan 

rumah tangganya mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan hidup 

yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari 

perkawinan. Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis apabila memiliki 

tanda-tanda menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama 

anggota keluarga tersebut dan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan 

materil serta terlaksananya nilai nilai moral dan agama dalam keluarga. 

Dengan demikian, inilah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah. 

 

 

                                                           
16

 Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi (Yogyakarta: 

Titian Illahi Press, 1994), 11. 
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B. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin. 

1. Pengertian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan. 

       Konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris yaitu 

counseling. Dulu istilah counseling diindonesiakan menjadi penyuluhan 

(nasihat).
17

 Konseling merupakan bagian dari bimbingan. Menurut Dewa 

Ketut Sukardi dalam bukunya Counseling is the Heart of Guidance 

menyatakan bahwa layanan konseling adalah jantung hati layanan 

bimbingan secara keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa konseling adalah 

inti kegiatan yang paling penting dalam bimbingan.
18

  

       Konseling adalah suatu proses bantuan pemecahan masalah klien 

agar dapat menyesuaikan dirinya secara efektif dengan dirinya sendiri 

dan dengan lingkungannya, yang dilakukan oleh seorang konselor kepada 

klien secara bersama-sama, dimana klien mengambil keputusan atas 

masalahnya sendiri baik kehidupan di masa sekarang, maupun masa yang 

akan datang.
19 

       Konseling yang dimaksud dalam pasal 1 point 31, BAB I 

Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 adalah “Suatu proses konsultasi dimana 

seorang konselor membantu calon pengantin untuk memecahkan 

                                                           
17

 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam (Jogjakarta: UII Press Yogyakarta, 

2001), 1. 
18

 Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 80. 
19

 Ibid. 
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masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah”. 

Dimana definisi kesehatan reproduksi dalam pasal 1 point 29, BAB I 

Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah “Suatu kondisi 

sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi komponen dan proses) 

yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental, dan sosial”. 

       Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan kesehatan, dimana pada 

dasarnya pemeriksaan kesehatan itu mencakup pemeriksaan kesehatan 

secara menyeluruh. Definisi pemeriksaan kesehatan umum adalah 

memeriksa dan mendeteksi sejak dini suatu penyakit, baik gejala-gejala 

yang sudah dirasakan ataupun yang belum. Sedangkan, pengertian 

pemeriksaan kesehatan yang tercantum dalam pasal 1 point 32, BAB I 

Ketentuan Umum, Pemeriksaan Kesehatan adalah “Pemeriksaan 

Kesehatan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Puskesmas atau 

Rumah Sakit Umum Seternpat”. 

       Ada beberapa penekanan yang terlihat pada pengertian konseling 

dan pemeriksaan kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 diatas, yaitu terhadap 

subjek yang harus melakukannya adalah para calon pengantin di Provinsi 

DKI Jakarta dan terhadap bentuk kesehatannya. Jadi, hanya diarahkan 

pada konseling untuk masalah kesehatan reproduksi pada calon 

pengantin saja. Konseling kesehatan reproduksi remaja sendiri dalam 

Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu pasal 1 point 39, BAB I 
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Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reproduksi 

Remaja telah dijelaskan yaitu “Suatu proses konsultasi dimana seorang 

konselor sebaya membantu remaja sebayanya untuk memecahkan 

masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja”.  

       Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pemberian konsultasi 

kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus 

Ibu Kota Jakarta menjadi sangat penting hingga pemerintah provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta membuat peraturan tersebut. 

       Kewajiban konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin dalam Peraturan Gubernur ini juga disebutkan pada pasal 7 

ayat 2, yaitu “Setiap anggota masyarakat yang akan menikah di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalamnya masyarakat miskin yang ada 

dalam data BDT termutakhir mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

untuk memperoleh Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

Bagi Calon Pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi 

dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender”. 

2. Fungsi beserta Tujuan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan. 

a. Fungsi Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan. 

       Secara umum menurut sifatnya, konseling memiliki 5 fungsi 

yang akan dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut:
20

 

1) Fungsi pencegahan (preventif). 

                                                           
20

 Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling…, 81. 
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       Fungsi ini mempuyai arti bahwa konseling merupakan suatu 

usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah pada seseorang. 

Fungsi ini berupa pelayanan bantuan dari berbagai permasalahan 

yang mungkin timbul agar masalah tersebut tidak menghambat 

program atau kegiatan dan perkembangannya. Kegiatan 

pencegahan yang dimaksud disini dapat berupa program infomasi, 

orientasi, inventarisasi data atau pengkajian data, analisis data, 

dan sebagainya. 

2) Fungsi Pemahaman. 

       Fungsi pemahaman ini bermaksud untuk menghasilkan 

pemahaman tentang sesuatu oleh individu atau klien sesuai 

dengan kepentingan individu dan atau kelompok yang mendapat 

pelayanan tersebut. Pemahaman ini mencakup berbagai hal, 

diantaranya: 

1) Pemahaman tentang diri klien, terutama oleh klien itu sendiri 

atau keluarga klien, 

2) Pemahaman tentang lingkungan klien, terutama klien sendiri, 

dan keluarga klien, 

3) Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di 

dalamnya adalah informasi situasi kesehatan klien dan 

lingkungan klien. 
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3) Fungsi Perbaikan atau Pengentasan. 

       Fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilaksanakan 

dengan baik, tetapi mungkin saja masih ada atau masih terjadi 

masalah-masalah lain. Fungsi perbaikan dalam konseling ini 

adalah bagaimana klien atau kelompok dapat memecahkan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Fungsi ini juga 

menghasilkan kondisi bagi teratasinya berbagai permasalahan 

dalam kehidupan dan atau perkembangan yang dialami oleh 

individu atau kelompok yang mendapatkan pelayanan. 

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan. 

       Fungsi konseling menyiratkan bahwa layanan konseling yang 

diberikan bermanfaat bagi klien dalam memelihara dan 

mengembangkan keseluruhan pribadinya dengan percaya diri, 

terarah, berkelanjutan, sehingga klien dapat mempertahankan hal-

hal yang dipandang positif. Dengan demikian diharapkan klien 

dapat menjaga dirinya agar tetap baik dan percaya diri dalam 

memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi 

untuk menghadapi permasalahan yang akan datang.  

5) Fungsi Advokasi. 

       Fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan 

terhadap pengingkaran atas hak-hak dan atau kepentingan 

pendidikan atau informasi atau perkembangan atau perawatan 
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biologis-psikologis-sosial-spiritual (bio-psiko-sosio-spiritual) 

yang dialami klien atau pengguna pelayanan konseling. 

       Pelaksanaan bimbingan dan konseling haruslah mengacu pada 

satu fungsi atau beberapa fungsi yang telah dijelaskan diatas, agar 

hasil yang dicapai jelas dan dapat diindentifikasi serta dievaluasi 

dengan benar dan tepat. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling 

dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin ini sudah 

memenuhi fungsi konseling secara umum diatas. Dengan 

menekankan fungsinya sebagai pelaksana konseling, perawat atau 

bidan di sarana pelayanan kesehatan bertugas untuk membantu klien 

dalam mencari solusi dalam masalah kesehatan dan melihat adanya 

perubahan perilaku yang terjadi dan dihadapi klien atau pasien.
21

  

       Kegiatan yang dapat dilakukan perawat atau bidan di puskesmas 

antara lain menyediakan informasi, mendengarkan secara nyata 

pengakuan dari klien, memberikan dukungan, memberikan asuhan 

dan meyakinkan klien, menolong klien untuk mengidentifikasi 

masalah dan faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut, 

memandu klien menggali permasalahan serta memilih cara 

pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan klien.
22

 

       Selanjutnya, fungsi pemeriksaan kesehatan adalah untuk menjaga 

agar badan tetap sehat secara berskala (periodik) setiap tahun. 

                                                           
21

 Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling…, 82. 
22

 Ibid. 
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Pemeriksaan ini disebut juga medical check-up atau pemeriksaan 

kesehatan yang gunanya untuk mendeteksi apakah ada penyakit atau 

kelainan kesehatan. Menjaga dan memeriksa kesehatan yang 

dilakukan secara rutin sama pentingnya dengan menjaga 

kesejahteraan umum diri sendiri, dengan cara mengunjungi dokter 

secara teratur setiap beberapa bulan sekali sehingga dapat segera 

dideteksi dan diobati dengan tepat setiap masalah kesehatan yang 

akan timbul.
23

 

b. Tujuan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan.  

       Perkembangan bimbingan dan konseling ini diikuti juga dengan 

perkembangan tujuan bimbingan dan konseling dari yang sederhana 

sampai dengan yang lebih kompleks atau komperehensif. Adapun 

tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli adalah sebagai 

berikut:
24

 

1) Menurut Thompson dan Rudolph, menyatakan tujuan konseling 

dapat terentang dari sekedar mengikuti kemauan-kemauan 

konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, 

pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, 

dan penerimaan diri sendiri. 

2) Menurut Myers, menyatakan bahwa bimbingan dan konseling 

memiliki tujuan untuk pengembangan yang mengacu pada 

                                                           
23

 Team Dokter Sehat, “Manfaat Medical Check Up”, dalam https://doktersehat.com/manfaat-

medical-check-up/ , diakses pada 18 Mei 2019. 
24

 Ibid, 84. 
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perubahan positif pada diri individu merupakan tujuan dari semua 

upaya bimbingan dan konseling. 

3) Menurut W.S. Winkel, menyatakan bahwa tujuan bimbingan 

dapat dibedakan atas dua tujuan, yaitu tujuan sementara dan 

tujuan akhir. Tujuan sementara adalah agar orang bersikap dan 

bertindak sendiri dalam situasi hidupnya sekarang ini. Tujuan 

akhir yaitu supaya orang mampu mengatur kehidupannya sendiri, 

mengambil sikap sendiri, mempunyai pandangannya sendiri, dan 

menanggung sendiri konsekuensi atau resiko dari tindakan-

tindakannya. 

4) Hibama S.R. merumuskan tujuan bimbingan dan konseling dengan 

istilah 3M, yaitu memahami diri, menyesuaikan diri, dan 

mengembangkan diri. 

       Dari empat tujuan diatas, maka dapat terlihat betapa luasnya 

cakupan tujuan yang ingin dicapai melalui proses bimbingan dan 

konseling. Maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan bimbingan dan 

konseling secara umum adalah memberi dan mengembangkan 

pengertian, ilmu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan potensi 

yang ada pada diri klien dalam mengatasi masalah serta bertanggung 

jawab atas keputusannya, baik terhadap diri sendiri maupun 

lingkungannya. 
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       Berbeda dengan tujuan bimbingan dan konseling secara umum, 

maka tujuan bimbingan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh 

perawat atau tenaga medis adalah sebagai berikut:
25

  

1) Memberikan bantuan bagi pengembangan dan pemahaman 

mengenai ilmu pengetahuan dan pemahaman kesehatan, seperti 

jenis dan tindakan medis atau jenis dan tindakan kesehatan 

lainnya. 

2) Mengeksplorasi atau menunjukkan segala kemampuan atau 

potensi atau kelemahan (bio-psiko-sosial-spiritual) yang dimiliki 

klien untuk menghadapi permasalahan kesehatannya berupa 

tindakan medis atau tindakan kesehatan lainnya. 

       Klien bertanggung jawab atas pilihan dan keputusannya baik 

yang berdampak bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada 

dasarnya, tujuan dari konseling kesehatan dan pemeriksaan kesehatan 

saling berkaitan. Bila tujuan konseling kesehatan tercapai yaitu klien 

mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah kesehatan dalam 

dirinya dengan segala resiko kesehatannya. Maka selanjutnya, tujuan 

pemeriksaan kesehatan bagi klien yaitu memastikan kesehatan 

keseluruhan dan menanggulangi masalah kesehatan klien dari resiko 

yang telah disampaikan melalui konseling kesehatan sebelumnya. 

       Fungsi beserta tujuan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi 

calon pengantin tidak dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

                                                           
25

 Ibid. 
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Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ini. Akan 

tetapi, dalam Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu pasal 8 ayat 1 

Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kesehatan Reproduksi Remaja nampak sedikit dijelaskan yang intinya 

adalah “untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja dan 

mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS”. 

Dijelaskan pula definisi resiko seksualitas dalam pasal 1 point 41, BAB I 

Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur tersebut, yaitu “Sikap dan 

perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual 

(IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi dan resiko perilaku 

seks sebelum menikah termasuk resiko psikologis dan resiko sosial”. 

       Tidak hanya diatas, fungsi beserta tujuan konseling kesehatan 

reproduksi dan pemeriksaan kesehatan juga nampak dan dijelaskan pada 

pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, yaitu: 

a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang 

sehat dan berkualitas, 

b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru 

lahir, 

c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak 

reproduksi, dan 
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d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi 

baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat. 

       Menurut pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak untuk 

menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, 

paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang 

tidak merendahkan martabat sesuai dengan norma agama”. 

       Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan 

Seksual menjelaskan “Hak reproduksi perorangan sebagai bagian dari 

pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional 

dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan 

(tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dll) 

mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan 

bertanggung jawab (kepada diri, keluarga dan masyarakat) mengenai 

jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan waktu kelahiran anak 

dan di mana akan melahirkan”. Dan secara rinci adalah sebagai berikut:
26 

a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, 

b. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi secara 

lengkap, 

                                                           
26

 Mutidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender…, 180. 
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c. Hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan 

pilihannya, 

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, 

e. Hubungan suami istri didasari oleh sikap saling menghargai, 

f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit 

menular seksual termasuk HIV/AIDS remaja, 

g. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh informasi mengenai kesehatan, 

h. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam 

kehidupan reproduksinya. 

       Dari penjelasan di atas, fungsi dan tujuan konseling kesehatan 

reproduksi dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin yang 

dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 adalah bisa disimpulkan sebagai berikut: 

a. Untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja khususnya 

calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 

b. Mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS 

bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 

c. Menjamin kesehatan calon ibu sehingga mampu melahirkan generasi 

mendatang yang sehat dan berkualitas di Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta, 

d. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian calon ibu dan bayi 

baru lahir di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 
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e. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak 

reproduksi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,  

f. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan calon ibu dan 

bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat di Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,  

g. Dan secara khusus, untuk membentuk suatu keluarga menjadi 

berkualitas.  

3. Strategi  Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan. 

       Teknik konseling yang harus diterapkan oleh seorang konselor 

haruslah secara baik, interaktif dengan memberikan informasi yang 

memadai dan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Dengan adanya 

informasi yang lengkap dan cukup akan memberikan keleluasaan kepada 

klien dalam memutuskan untuk memilih dan memutuskan sendiri jalan 

keluar yang akan digunakannya. 

       Dalam pelaksanaan konseling diberbagai situasi akan timbul 

bermacam-macam variasi. Hal ini terjadi karena konselor menghadapi 

klien yang mempunyai temperamen, watak, dan kepribadian yang 

berbeda-beda. Hanya saja, keseluruhan proses konseling yang dilakukan 

oleh konselor memiliki kemiripan pola yang dapat dikenali. Pola yang 

dimaksud adalah fase-fase dalam proses konseling yang terdiri atas 

beberapa unsur berikut ini:
27

 

                                                           
27

 Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling…, 86-89. 
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a. Persiapan (preparation). Proses konseling sebenarnya sudah dimulai 

sebelum konselor dan klien bertemu. Klien seringkali belajar terlebih 

dahulu untuk menyampaikan apa yang seharusnya dikatakan kepada 

konselor. Klien tidak saja memiliki keinginan-keinginan terhadap 

proses konseling, melainkan juga menginginkan adanya pengertian 

dari konselor. Seringkali klien merasa berat untuk datang dan 

melakukan pertemuan konseling. Hal ini dikarenakan adanya rasa 

takut pada diri klien untuk menyampaikan masalahnya kepada 

konselor. 

b. Pembukaan (preamble). Pertemuan awal dalam proses konseling 

menjadi sangat penting dan menentukan. Klien akan mengamati 

sikap dan perilaku konselor, pada saat inilah klien menilai koselor. 

Klien akan menentukan sikap, apakah proses konseling bisa 

dilanjutkan atau tidak. Disaat ini pula konselor diharapkan mampu 

menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Karena dengan 

adanya hubungan yang baik tersebut, klien akan merasa diterima dan 

tugas konselor selanjutnya adalah menciptakan iklim yang kondusif 

serta memberikan rasa kepercayaan klien untuk mengungkapkn 

masalahnya. 

c. Memulai proses (getting started). Diawal proses konseling ini, sering 

dijumpai klien yang menyatakan beberapa permasalahannya kepada 

konselor. Selain itu klien juga mengungkapkan hal-hal negatif yang 
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ada pada dirinya. Hal tersebut disampaikan karena konselor dianggap 

ahli dan bisa menyelesaikan masalahnya. 

d. Mendengarkan dengan aktif (active listening). Menjadi pendengar 

yng aktif ini berarti konselor selalu merespons apa yang disampaikan 

oleh klien. Dalam proses konseling, klien tida hanya menyampaikan 

perasaan-perasaannya kepada konselor saja tetapi juga meraba-raba 

bagaimana kesan konselor sebenarnya. 

e. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah (problem 

identification and clarification). Pada fase ini, konselor meringkas 

apa yang menjadi permasalahan klien dan mencocokkan atau 

mengklarifikasi dengan apa yang telah diringkasnya kepada klien.  

f. Memfasilitasi perubahan perilaku (facilitating attitude change). Pada 

fase ini, konselor harus menjajaki apakah klien telah memahami 

tentang perasaannya dan permasalahannya. Jika memang sudah 

memahami, konselor harus memepermudah klien untuk melakukan 

perubahan sikap. Konselor mengajak klien untuk lebih bersikap 

positif dan konstruktif terhadap permasalahan yang dihadapi. 

g. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan memfasilitasi 

tindakan (exploring options and facilitating actin). Dalam fase ini, 

tugas konselor adalah membantu klien untuk mengeksplorasi dirinya 

sendiri. Konselor mengajak klien untuk menggali kemungkinan-

kemungkinan positif yang dimilikinya dalam menyelesaikan 
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permasalahannya sendiri. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya 

yang bisa menyelesaikan masalah klien adalaha diri klien sendiri. 

h. Terminasi (termination). Fase yang terakhir adalah mengakhiri 

pertemuan konseling. Sebelum proses konseling diakhiri seharusnya 

konselor menyampaikan ringkasan dari keseluruhan proses konseling 

yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar klien merasa 

memiliki keputusan dank lien merasa sadar bahwa ia telah 

mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. 

       Pada dasarnya, kebutuhan seseorang untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan itu berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang 

merasa pemeriksaan kesehatan setiap setahun sekali adalah suatu 

kebutuhan, ada juga orang yang bahkan tiga tahun sekali tidak 

mengeceknya. Dan, untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seorang 

pasien haruslah memperhatikan aspek kemanusiaan, manfaatnya, 

melindungi dan menghormati hak dan kewajiban pasien, dan harus sesuai 

koridor ketentuan agama yang berlaku.
28

 Aspek-aspek tersebut memiliki 

maksud, yaitu: 

a. Memperhatikan aspek kemanusiaan. Maksudnya yaitu, pelayanan 

pemeriksaan kesehatan bagi setiap orang itu haruslah sesuai dan 

pantas sesuai derajatnya sebagai seorang manusia yang ingin 

mewujudkan kesehatan pada dirinya setinggi-tingginya. Karena pada 

                                                           
28

 Pasal 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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dasarnya setiap orang berhak memperoleh akses yang sama dalam 

bidang kesehatan.
29

 

b. Memperhatikan manfaatnya. Maksudnya yaitu, pelayanan 

pemeriksaan kesehatan bagi seorang pasien haruslah jelas manfaat 

atau hasil yang diperolehnya dan haruslah tepat guna atau haruslah 

aman, bermutu, dan terjangkau sesuai kebutuhan pasien.
30

 

c. Melindungi, menghormati hak dan kewajiban pasien. Maksudnya 

yaitu, pasien memiliki hak dan kewajibannya dalam melaksanakan 

pemeriksaan kesehatan. Oleh karenanya, setiap pasien akan 

mendapatkan tindakan medis dari seorang dokter, jika dirinya 

ataupun keluarga terdekat telah menyetujui untu dilakukannya 

tindakan tersebut.
31

  

d. Sesuai ketentuan agama yang berlaku. Hal ini jelas pelayanan 

kesehatan untuk pasien haruslah sesuai dengan standar agama yang 

berlaku, baik dari segi pelaksanaannya, sampai obat-obatannya. 

       Pelaksanaan konseling menjelang pernikahan ternyata memiliki 

rangkaian yang cukup panjang. Bagi yang hanya memilii waktu dan dana 

terbatas, konseling sesuai standar bisa menjadi pilihan tersendiri. 

Beberapa pemeriksaan standar tersebut diantaranya pemeriksaan kualitas 

                                                           
29

 Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
30

 Pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
31

 Pasal 1 point 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran. 
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sperma calon mempelai laki-laki. Ada beberapa hal yang perlu diketahui 

dari sebuah sperma yakni jumlah, bentuk, dan gerakan sperma.
32

  

       Menurut dr. Saman, Sp. Og., setiap laboratorium memiliki standar 

masing-masing untuk jumlah sperma, mulai dari dua juta per cc hingga 

sekian juta, sedangkan untuk bentuknya, sperma yang baik adalah 

berbentuk lanset atau agak lancip dibagian kepalanya, selain itu 

pergerakan sprema harus lurus. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi agar 

sebuah sperma bisa dikategorikan sebagai sperma yang berkualitas. Bagi 

klien yang mengalami kelainan sprema, klien tersebut dapat secara 

intensif memeriksakannya kepada dokter. Dengan mengkonsumsi obat-

obatan dari dokter minimal tiga bulan, masalah itu akan bisa diatasi.
33

  

       Sementara itu, rangkaian konseling yang perlu dilewati oleh calon 

pengantin wanita diantaranya dengan melakukan Konseling, Informasi, 

dan Edukasi (KIE). Dalam tahapan ini, calon mempelai wanita akan 

diberikan pertanyaan seputar siklus haid dan kebiasaan saat haid seperti 

timbulnya nyeri karena sakit yang menyertai masa haid tersebut. Karena 

jika bermasalah, maka hal itu menandakan ada masalah terkait 

kesuburannya.
34

  

       Dan, apabila merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, strategi konseling 

kesehatan reproduksi tidak dijelaskan sama sekali. Tetapi meskipun 

                                                           
32

 Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling…, 109. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid, 110. 
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begitu, dapat diambil kesimpulan dari banyak penjelasan diatas bahwa 

strategi konseling kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu 

merupakan langkah awal sebagai upaya preventif atau pencegahan dan 

penanggulangan berbagai masalah reproduksi yang sudah terjadi ataupun 

yang kemungkinan terjadi bagi calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta.  

       Berbeda halnya dengan strategi pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin yang sangat detail dan jelas didalamnya. Yaitu pada pasal 9 

mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10: 

a. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang 

pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, 

dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan 

kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium ataupun 

Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta. 

b. Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon 

pengantin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, analis gizi, 

pengelola program FIIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang dianggap 

perlu.  

c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim setelah calon pengantin 

menunjukkan Kartu Ta-nda Penduduk atau surat pengantar 

permohonan pemeriksaan kesehatan dari Kelurahan yang dilengkapi 

data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh 

Lurah bagi penerima rnanfaat kategori miskin berdasarkan data BDT 

termutakhir. 
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d. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) 

bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan. 

e. Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin 

tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien. 

f. Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter 

sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dinyatakan tidak sehat 

atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan 

diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan 

dianjurkan berobat sampai sehat. 

g. Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh Ketua Tim pemeriksa untuk 

selanjutnya diterbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan 

calon pengantin. 

h. Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di 

fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan 

kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk diverifikasi dan dilakukan 

konseling pemeriksaan kesehatan pra nikah. 

i. Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya 

diserahkan kepada program kesehatan masing-masing. 

j. Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan-

rujukan  sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSELING DAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA 

JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2017  

 

A. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017  

       Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 ini merupakan peraturan atau kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diterapkan 

kepada masyarakat Jakarta khususnya yang akan melaksanakan pernikahan 

untuk terlebih dahulu harus melakukan konseling dan pemeriksaan 

kesehatan.  

       Peraturan ini didasari dari petunjuk teknis No. 185 Tahun 2017 yang 

menjelaskan latar belakang dibentuknya peraturan gubernur ini antara lain 

adalah dalam lingkup pelayanan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan 

ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas menjadi masalah utama pada 

kesehatan reproduksi perempuan. 

       Data SDKI 2012 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan AKI sebesar 359 per 

100.000 kelahiran hidup. AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, dan 

angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility 

Rate/ASFR) sebesar 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. 
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      Hasil kajian lanjut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa 6,9% 

kematian ibu terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan 92% 

meninggal saat hamil atau melahirkan anak pertama pada rentang usia yang 

sama (Kajian Lanjut Hasil SP 2010). Data rutin Direktorat Bina Kesehatan 

Ibu mencatat sejumlah 4823 kematian ibu di tahun 2015, dengan penyebab 

kematian yaitu perdarahan (3013/0), hipertensi pada kehamilan (25,5%), 

infeksi 5,6%), gangguan sistem peredaran darah (6,6%), gangguan metabolik 

(1,1%), dan penyebab lainnya (27,4%). 

       Masalah gizi juga menjadi masalah utama yang mempengaruhi 

kesehatan ibu dan bayi, diantaranya adalah anemia dan Kurang Energi 

Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS). Perbandingan antara data 

Riskesdas 2007 dan 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi 

anemia pada kelompok WUS dari 19,7% pada tahun 2007 menjadi 22,7% 

pada ahun 2013. Tingginya kenaikan prevalensi anemia tersebut 

menunjukkan bahwa anemia dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat 

yang serius jika tidak ditanggulangi segera. Riskesdas 2013 menunjukkan 

prevalensi risiko KEK pada WUS 15-49 tahun sebesar 20,8%, dengan 

prevalensi pada ibu hamil sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan 

pada kelompok usia remaja (15-19 tahun) sebesar 38,5% dan pada kelompok 

usia 20-24 tahun sebesar 30,1%.
1 

       Kemudian, dijelaskan pula maksud dari peraturan gubernur ini adalah 

untuk memberikan pedoman operasional bagi sektor terkait dalam 

                                                           
1
 Lampiran Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 
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pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon 

Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan dalam 

Pasal 3 dijelaskan tujuan penyusunannya, diantaranya: 

1. Memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan Pemberian 

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam 

Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terintegrasi yang dilakukan 

melalui perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta 

evaluasi atas kebijakan atau program atau kegiatan pada sektor terkait, 

termasuk penganggararmya. 

2. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi 

terutama program kesehatan calon pengantin diseluruh sektor terkait. 

3. Menetapkan prosedur pelaksanaan program pemberian Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian lembaga yang 

menangani upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan 

Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 
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       Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai 

penanggung jawab memiliki tanggung jawab memfasilitasi ketersediaan 

pelayanan informasi dan pelaksanaan pelayanan yang aman, bermutu dan 

terjangkau masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta, pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Swasta dan orang tua juga bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan 

informasi mengenai pelaksanaan peraturan gubernur ini.
2 

       Selanjutnya mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta merumuskan 

kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan dapat melibatkan unsur 

masyarakat dan LSM serta sektor terkait lainnya. Pemerintah DKI Jakarta 

berwenang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan 

dalam pelaksanaannya. Selain itu, berwenang menyelenggarakan 

komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi serta sosialisasi tentang 

pelaksanakannya. 

       Pemerintah DKI Jakarta, pemangku kepentingan dan masyarakat yang 

terlibat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. 

Peran serta SKPD atau UKPD terkait dalam peraturan Gubernur ini 

dijelaskan dalam Bab lima secara detail dan terperinci, adapun pihak-pihak 

terkait antara lain, Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI 

Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, DPAPP, Lurah, UP PTSP 

Kelurahan dan Puskesmas dan Fasilitas Layanan Kesehatan Pertama. Ada 6 

                                                           
2
 Pasal 4, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin 
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pihak terkait yang tercantum dalam peraturan gubernur ini dengan masing-

masing tugas dan fungsi masing-masing. 

       Dalam hal pembiayaan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan 

program bersumber dari BLUD, UKPD dan yang rnasuk dalam kategori 

masyarakat miskin atau BDT berdasarkan data yang selalu diperbaharui, 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
 

       Diatur juga dalam peraturan gubernur ini bahwa pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaannya kepada masyarakat dan jajaran yang ada di 

wilayah kerjanya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-

masing serta dilakukan secara terpadu melalui lintas program dan lintas 

sektor dengan melibatkan sektor swasta serta LSM, yang disesuaikan dengan 

peran dan kompetensi masing-masing sektor. Pengawasan dan monitoring 

terhadap pelaksanaan pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Biro Kesos 

selaku koordinator bidang kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

       Yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi penyelenggaraan 

pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing sektor penyelenggara 

Program dengan dikoordinasikan oleh Biro Kesos. Evaluasi dilakukan 

terhadap keseluruhan proses pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan 

penyelenggaraan untuk rnengetahui perkembangan dan hambatan dalam 

pelaksanaan kebijakan dilakukan setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut 

                                                           
3
 Pasal 20, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin 
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digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan program 

serta kegiatan untuk tahun berikutnya. Terkait laporan penyelenggaraan 

program dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan kepada Gubernur melalui Biro Kesos. Pelaporan tersebut 

dilakukan secara berkala dan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
4
 

 

B. Analisis Hukum Islam Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon 

Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

       Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai teori kesehatan pra 

nikah dalam Islam, dan pada pembahasan selanjutnya juga dijelaskan 

mengenai konsep konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 

185 Tahun 2017.  

       Jika ditinjau dari tujuan melaksanakan konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin yang mana supaya calon pengantin tersebut 

saling mengetahui kondisi kesehatan pasangannya baik kesehatan fisik, 

mental maupun kesehatan reproduksinya, maka menurut Islam hal tersebut 

diperbolehkan karena ada dalil yang memerintahkan seperti itu supaya 

mengetahui kekurangan masing-masing pasangan, dalil tersebut sebagai 

berikut: 

ئًا يـ  َإلِ يـ ه اَف إِنََّفَِأ ع يَُُِالِ  ن ص ارَِش   انُ ظرُ 
                                                           
4
 Pasal 18-19, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 

2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin 
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“Lihatlah terlebih dahulu perempuannya, karena pada mata perempuan 

Anshar itu terdapat sesuatu”. (HR. Abu Hurairah)
5
 

 

       Maksud dari dalil diatas, secara tersirat bahwa jika ingin menikah, maka 

hendaklah melihat atau mengetahui kekurangan dari pasangan. Maka dari 

itu, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

menggali hukum dan akhirnya mewajibkan calon pengantin yang ingin 

menikah melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatannya. Dimana 

konseling tersebut menjabarkan segala kekurangan atau resiko kesehatan 

reproduksi dari masing-masing calon pengantin. 

       Pada dasarnya, konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin di dalam Alquran dan hadis tidak dijelaskan secara gamblang atau 

bisa diartikan tidak ada peraturan nas yang mengaturnya. Namun, seiring 

perubahan situasi dan kondisi atau realitas kehidupan manusia pada zaman 

sekarang, diperlukan peran penggali hukum Islam atau mujtahid untuk 

mengaturnya yang dalam pembahasan kali ini yaitu Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Proses penggalian hukum tersebut pastilah 

bercampur dengan kaidah-kaidah kebahasaan ataupun non-kebahasaan untuk 

menyesuaikan perubahan pada zaman sekarang sehingga terwujudnya 

ketentraman atau terciptanya kemanfaatan bagi kehidupan manusia dimuka 

bumi. Kaidah tersebut adalah:  

 

                                                           
5
 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, S{ahi>h Muslim, terj. Abu Utsman Kharisman (Beirut:  Dar al 

Fikr, 2000), 1299. 
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 َا لضَّر رَُيُـز الَُ
“Kemadharatan itu harus dihilangkan”. 

       Maksudnya adalah dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 yang mengharuskan 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini, berarti  

kebijakan tersebut telah menghilangkan bahaya-bahaya atau kemadharatan 

yang akan terjadi yaitu salah satunya mencegah kondisi keturunan calon 

pengantin menjadi tidak sehat.  

       Al-Ghazali mengatakan bahwa mas{lah{ah pada dasarnya yakni meraih 

manfaat dan menolak kemudaratan. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari 

pernyataan tersebut adalah menjaga maqa>si{d shari>ah yang ada lima, yaitu 

agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap 

perkara yang ada salah satu unsur dari maqa>si{d shari>ah maka ia disebut 

mas{lah{ah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqa>si{d shari>ah, 

maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mas{lah{ah.
6
 

       Pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 sudah terlihat kemanfaatan bagi kehidupan manusia 

pada umumnya, kemudian dikhususkan bagi calon pengantin di Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hal ini sesuai dengan tujuan konseling dan 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang intinya adalah untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sesuai tujuan 

perkawinan dalam Islam dengan cara membentuk serta menjamin generasi 

                                                           
6
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I  (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114. 
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mendatang yang sehat dan berkualitas di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta. Sesuai dengan doa Nabi Zakariya yang tercantum dalam surah Ali-

Imran ayat 38: 

يعَُالدُّع اءَِ َسَِ  ََۖإِنَّك  َذُر يَِّةًَط يِ ب ةً َل دُن ك  َلَِمِن  َه ب  َر بِ  ََۖق ال  َر بَّهُ َد ع اَز ك ريََّ  هُن الِك 

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya 

Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.
7
 

       Hal ini sejalan dengan konsep maqa>si{d shari>ah yang ada didalam teori 

hukum Islam yang mana salah satu unsurnya yaitu memelihara keturunan 

(H{ifz{u al-Nas{l). Selanjutnya jika ketentuan ini memiliki salah satu unsur 

maqa>si{d shari>ah, maka dipastikan ketentuan konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 memiliki banyak sekali 

manfaatnya atau mengandung mas{lah{ah. Dan jika sudah mengandung 

mas{lah{ah, ketentuan ini tidak boleh bertentangan dengan karakteristik dan 

prinsip-prinsip hukum Islam. 

       Sebenarnya, ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan adanya 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, yaitu: Golongan 

Pertama, yang melarang untuk melakukan praktek ini, dikarenakan tidak ada 

kebutuhan untuk hal tersebut. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah 

al-‘Allamah Ibnu Bazz, pendapatnya adalah bahwa orang yang melakukan 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 68. 
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konseling dan pemeriksaan tersebut telah menafikan prasangka baik kepada 

Allah, disamping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar.
8
 

       Maksud dari pendapat golongan pertama diatas bahwa kegiatan 

konseling dan pemeriksaan kesehatan dianggap menyangkal anggapan baik 

yang diberikan oleh Allah atau berprasangka buruk kepada pemberian Allah. 

Yang mana semua pemberian dari Allah untuk masing-masing manusia 

merupakan pemberian yang terbaik dan tepat dari Nya. Dan kewajiban 

menaati semua ketetapanNya dan rela atas pemberianNya. Sesuai dengan 

hadis berikut: 

َأ و ر ع َ َت كُن  َع ل ي ك  َاللََُّّ َح رَّم  َم ا ت نِب  َو اج  َالنَّاسٍ، َأ ع ب دِ َمِن  َت كُن  َاللَََُّّع ل ي ك  َافـ تـ ر ض  ا دِ م ا
َالنَّاسَِالنَّاسَِ َأ غ نَ  َمِن  َت كُن  َُل ك  َبِ اَق س م َاللََّّ  ،َو ار ض 

“Tunaikanlah apa yang telah difardhukan Allah atas dirimu niscaya 

kamu menjadi orang yang paling beribadah. Dan jauhilah apa yang 

diharamkan Allah, niscaya engkau menjadi orang yang paling wira’iy 

(menjauhi dosa). Dan relalah terhadap apa yang telah dibagikan Allah 

untukmu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.”
9
 

       Ketidak bolehan menurut pendapat golongan pertama ini menurut 

penulis memiliki alasan yang kurang kuat, karena merujuk dari proses 

pelaksanaan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin itu 

sendiri. Dimana, masyarakat yang secara sekilas dari fisik atau lahiriahnya 

diberikan Allah kesehatan yang baik, kemudian ia ingin melaksanakan 

pernikahan, lalu diwajibkan oleh pemerintah untuk menggali informasi dan 

memeriksakan lebih dalam mengenai kesehatannya baik reproduksi ataupun 

secara umumnya. Kemudian, jika calon pengantin tersebut mendapatkan 

                                                           
8
 Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah…,219. 

9
 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadiits…, 19. 
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masalah kesehatan tentang dirinya, calon pengantin tersebut memiliki rasa 

kecewa terhadap kesehatan yang merupakan pemberian dari Allah yang 

dirasa sebelumnya tidak akan terjadi suatu masalah apapun. Maka, proses 

tersebutlah yang menjadikan alasan golongan pertama ini tidak 

membolehkan.  

       Kemudian, golongan kedua. Yaitu yang membolehkan praktek ini dan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga tidak ada pertentangan dengan 

percaya kepada Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan 

terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagaimana Umar bin 

al-Khaththab pernah berkata ketika penyakit tha’un menimpa warga Syam: 

رَِاللهَِ َق د  رَِاِللهَإِلَ  َق د  َمِن   أ فِرُّ
“Aku berlari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain”.

10
 

       Maksud dari hadis di atas sebagai penguat dibolehkannya konseling dan 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah bahwa untuk 

menghindari suatu penyakit maka perlu adanya upaya pencegahan untuk 

menghindarinya yaitu dengan cara konseling dan pemeriksaan kesehatan 

terlebih dahulu, khususnya bila seseorang akan melangsungkan pernikahan. 

Dilihat dari adanya perbedaan pendapat atau pertentangan antara kebolehan 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di atas, maka 

terdapat kaidah fiqh yang tepat dengan hal tersebut, yaitu:  

                                                           
10

 Ibid. 
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ةَِ َم َد َف عَُال م ف س د  ة َو م ص ل ح ة َقُدِ  َج ل بَِال م ص الِهَِف اِذ اَت ـع ار ضَُم ف س د  َمِن  َد ر ءَُال م ف اسِدَِا و لَ 
 غ البًِاَ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mas{lah{ah, dan 

apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mas{lah{ah maka yang 

didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.
11

        

       Kaidah di atas memiliki arti bahwa konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 sebenarnya memiliki sisi 

positif dan sisi negative yang mana harus lebih mendahulukan menolak 

mafsadat dari pada mengambil mas{lah{ah nya karena lebih kuat. Berikut sisi 

positif dari adanya konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon 

pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017: 

1. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin merupakan 

pencegahan yang sangat baik terhadap berbagai penyakit seperti penyakit 

turunan atau genetic dan penyakit menular yang sangat berbahaya. 

2. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga 

merupakan bentuk pencegahan dan penjagaan terhadap masyarakat dari 

tersebarnya penyakit. 

3. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai 

jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan 

psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetic yang mungkin diderita oleh 

salah satu diantara pasangannya. 

                                                           
11

 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah, Ushuliyah dan Fiqhiyah…, 117. 
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4. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga 

memastikan bahwa pasangan tersebut bebas dari cacat reproduksi, cacat 

fisik atau penyakit psikologis. 

5. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga 

menjamin kesehatan baik reproduksi atau keseluruhan masing masing 

pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara 

mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan 

pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang 

dicita-citakan oleh mereka berdua. 

Kemudian sisi negatifnya adalah sebagai berikut: 

1. Terkadang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin 

bisa menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, seperti kalau seorang 

perempuan ditetapkan kemungkinan akan mandul atau akan terkena 

penyakit berat lainnya, lalu hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini 

akan berdampak buruk bagi jiwa dan social, dan ini juga akan menentukan 

masa depan perempuan tersebut. Masalah kedokteran ini terkadang 

analisanya bisa benar namun bisa juga salah. 

2. Praktek konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini 

terkadang membuat hidup masyarakat jadi gelisah, sedih dan penuh keluh 

kesah apabila mendapat kabar bahwa seseorang divonis penyakit kronis 

yang tidak bisa diobati. 
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3. Sesungguhnya terlalu cepat dalam berkonsultasi masalah kesehatan dapat 

menyebabkan permasalahan lain yang mungkin belum bisa dicarikan 

solusinya. 

       Dari perbedaan pendapat diatas, pendapat kedua lah yang lebih kuat dan 

mendekati kebenaran, dan bila ditinjau dari teori karakteristik dalam hukum 

Islam. Yaitu: 

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran (‘adam al-haraj). Hal ini nampak 

jelas jika karakteristik ini dikaitkan dengan konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Maksudnya 

adalah, apabila calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan 

merasakan adanya kondisi tidak wajar pada kesehatannya baik kesehatan 

keseluruhan dan yang secara khususnya kesehatan reproduksi, 

disyariatkannya mencari jalan keluar dengan cara mengkonsultasikan 

masalah kesehatan reproduksi mereka kepada konselor supaya diberi 

bantuan berupa pemahaman tentang resiko atau dampak kesehatan 

reproduksi mereka sehingga masalah kesehatan reproduksi calon 

pengantin tersebut segera diatasi sejak dini dan tidak bertambah parah. 

Dan disyariatkannya calon pengantin segera memeriksakan kesehatan 

secara menyeluruh, karena dalam pasal 9 ayat 4 peraturan ini, 

menyebutkan adanya waktu satu bulan paling lambat sebelum tanggal 

perkawinan, sehingga kelak pasangan suami istri baru tersebut telah 

memiliki kesehatan yang prima dalam keluarganya. 
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2. Mempersedikit beban (taqli^l al-takâli^f). Maksudnya adalah dengan 

adanya kewajiban konseling dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah 

di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sekaligus sebagai upaya 

pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat secara umum di Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.  

3. Bertahap dalam penetapan hukum (al-tadarruj fi al-tashrî’). Proses 

menjadikan konseling dan pemeriksaan kesehatan menjadi wajib bagi 

calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bukan 

persoalan mudah. Peraturan gubernur ini merupakan peraturan terbaru 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam membangun 

ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga sebagai peraturan 

lanjutan dari Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012. 

       Kemudian juga bisa ditinjau dari teori prinsip-prinsip hukum Islam. 

Yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid. Dengan maksud bahwa, konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta, sudah sejalan dengan Alquran dan hadis, dimana hal ini terlihat 

dari tujuan-tujuan yang sudah dijelaskan dipembahasan diatas. Yang 

intinya, konseling dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan calon 

pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai 
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maksud untuk memenuhi syarat pernikahan yang notabene sebagai ibadah 

kepada Allah Swt. 

2. Prinsip Keadilan (al-‘adl). Dalam konseling dan pemeriksaan kesehatan 

bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sudah 

pasti mengandung unsur keadilan. Arti keadilan yang dipakai dalam 

konteks ini adalah perhatian antara hak-hak calon pengantin secara 

individu, dan memberikan hak-hak tersebut kepada calon pengantin 

tersebut. Dengan maksud, dalam hal mengambil keputusan dari hasil 

konseling kesehatan reproduksi dan proses pemeriksaan kesehatan secara 

menyeluruh menjadi hak atau kewenangan calon pengantin tersebut untuk 

melakukan tindakan lanjutan seperti apa jika hasilnya diketahui tidak 

sehat. Yang artinya, proses pengambilan keputusan konseling dan 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang disebutkan dalam 

Peraturan Gubernur ini dikembalikan lagi kepada individu calon 

pengantin, karena sebenarnya merekalah yang lebih tahu kebutuhan dan 

kondisi mereka. 

3. Prinsip Persamaan (al-Musa^wah). Maksudnya, yaitu dalam Peraturan 

Gubernur ini memberlakukan posisi laki-laki dan perempuan adalah sama 

dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Atau bisa dibilang 

Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam 

Peraturan Gubernur ini di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

memperhatikan kesetaraan gender dalam melaksanakannya, kesehatan 

reproduksi tidak hanya menjadi hak bagi perempuan saja tetapi juga 
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menjadi hak laki-laki. Dalam prosesnya juga, hasil konseling reproduksi 

harus diketahui kedua calon pengantin tersebut dan pemeriksaan 

kesehatan keduanya harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak 

sehingga bisa meningkatkan kualitas dari tujuan diadakannya konseling 

dan pemeriksaan kesehatan ini menurut Islam. 

4. Prinsip Kemerdekaan/Kebebasan (al-h{urriyah). Maksudnya yaitu, 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki kebebasan untuk meningkatkan 

kualitas hidup yang sehat dan damai, meningkatkan kualitas ilmu 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan juga kualitas keturunan 

kelak. 

5. Prinsip Perintah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran (al-‘Amr bi al-

Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar). Prinsip ini jelas tertuang pada konsep 

konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017. Sebenarnya, prinsip ini berkaitan dengan tujuan konseling 

dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan 

Gubernur ini yang sudah dijelaskan diatas, atau kewajiban konseling dan 

pemeriksaan kesehatan tersebut agar berfungsi sebagai pengatur menuju 

kehidupan calon pengantin tersebut menjadi lebih baik dan bermartabat 

sebagaimana fitrahnya, sehingga mencegah masalah-masalah kesehatan 

lainnya timbul.  
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6. Prinsip Tolong-Menolong (al-Ta’awun) dan Musyawarah (al-Shura). 

Prinsip ini terlihat pada hubungan antara konselor dan calon pengantin 

yang ingin konseling, dimana calon pengantin mencari pertolongan pada 

konselor supaya dirinya mendapatkan bantuan dari masalah kesehatan 

reproduksinya dan supaya dirinya mendapatkan informasi mengenai hal 

itu juga. Ataupun hubungan antara dokter dan calon pengantin yang 

ingin memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan yang 

tersedia, dan kemudian dibantu oleh dokter untuk merawat 

kesehatannya. Yang semua itu, atas dasar musyawarah antara semua 

pihak yang terkait. 

       Berdasarkan analisis diatas, terlihat dengan jelas bahwa konseling dan 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 telah 

sangat memenuhi karateristik dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

hukum Islam. 

       Berarti, bisa dianggap bahwa konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi 

calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ini sebagai hukum yang datang dari Allah 

Swt, dan menuntut setiap umatnya yaitu masyarakat Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta khususnya yang ingin menikah untuk melaksanakannya. 
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 BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 

merupakan suatu kebijakan seorang mujtahid yang harus atau wajib 

dilaksanakan oleh khususnya masyarakat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

yang ingin menikah. Merujuk dari definisi konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 menunjukkan 

bahwa aspek kesehatan bagi calon pengantin sangatlah penting terutama 

kesehatan reproduksi. 

2. Terbentuknya aturan mengenai Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 

bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 menurut hukum Islam dapat 

dihukumi boleh (mubah). Dan, untuk melaksanakan ketentuan konseling 

dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang tercantum dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 

Tahun 2017 adalah wajib ditaati karena memiliki mas{lah{ah, dan sudah 

memenuhi unsur maqa>si{d shari>ah yaitu memelihara keturunan (H{ifz{u al-

Nas{l), dengan maksud menjaga supaya terciptanya keturunan atau 
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generasi yang berkualitas dan sehat kelak. Karena, dengan munculnya 

generasi yang sehat maka akan terbentuk kebahagiaan dalam keluarga dan 

hal itu sesuai dengan cita-cita hukum Islam dalam Perkawinan.  

 

B. Saran 

1. Hendaknya dibuatkan ketentuan atau peraturan yang lebih rinci mengenai 

konseling kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sendiri, karena 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 185 Tahun 2017 lebih menekankan pada ketentuan teknis dari 

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin saja. Pembahasan mengenai 

konseling kesehatan reproduksi sebelum menikah bagi calon pengantin 

nampaknya sangat penting, sebagai contoh jika calon pengantin yang 

masih dibawah umur yang tidak mengerti apa apa tentang reproduksi, 

mereka hanya diberikan panduan singkat atau konseling singkat selama 

satu bulan sebelum pelaksanaan pernikahan, maka kita tidak tahu apakah 

proses konseling tersebut berhasil atau tidak. Sekali lagi menurut penulis, 

jika dibuatkannya ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang 

konseling kesehatan reproduksi yang tidak hanya petunjuk teknis saja, 

maka manfaatnya dirasa akan lebih bermanfaat baik bagi calon pengantin 

maupun masyarakat umum lainnya. 

2. Hendaknya pula dengan adanya ketentuan konseling kesehatan reproduksi 

dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta ini dibarengi dengan pelaksanaan dari pihak pihak 
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penyelenggara yang baik, sehingga antara ketentuan yang berlaku dan 

pelaksanaannya berjalan sesuai dan beriringan serta dapat menghasilkan 

tujuan pembentukan nya secara maksimal. 
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